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MOTTO 

 

“ 
بوَٰا   مَ ٱلرِّ ُ ٱلۡبيَۡعَ وَحَرَّ  “ وَأحََلَّ ٱللََّّ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba” 

(Q.S Al-Baqarah 275) 
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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis 

di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan judul 

“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Patoho di Desa 

Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.penelitian ini bertujuan 

untuk menjawab pertanyaan: Apa faktor yang mendorong masyarakat 

Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima melakukan transaksi 

Patoho ? dan Apa pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek 

Patoho di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskripsi 

analisis (pendekatan Kualitatif). Adapun Jenis penelitian ini adalah 

penelitian langsung di lapangan (field research). Sumber data yang di 

gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan 

sekunder. Sedangkan Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian itu Patoho merupakan transaksi jual beli dalam bidang 

pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamata 

Lambu Kabupaten Bima dengan pembayaran secara tertangguh pada 

waktu yang telah ditentukan yaitu pada musim panen dan dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Patoho dibagi menjadi dua 

macam, Pertama: Patoho dari uang ke barang, contoh prakteknta yaitu 

petani mendatangi rumah pembeli untuk menawarkan 100 kg beras yag 

akan diserahkan pada musim panen, pembeli menghargai beras tersebut 

seharga Rp. 500.000.- di bayar kontan di majelis akad, sedangkan harga 

pasran saat itu Rp. 800.000.-, karena petani butuh uang maka tidak 

masalah bagi petani. Ketika musim panen tiba harga pasaran 100 kg 

beras adalah Rp. 700.000.-, meskipun demikian petani berkewajiban 

menyerahkan 100kg beras kepada pembeli tanpa ada penambahan uang. 

Jika petani tidak dapat menghadirkan 100 kg beras pada waktu yang 

dijanjikan karena gagal panen, maka petani boleh menyerahkan barang 

tersebut pada musim panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari 

pembeli, atau petani dapat menggantinya dengan menggunakan uang 

sebesar harga 100kg beras saat itu yaitu Rp. 700.000.- padahal uang yang 

diterima saat akad yaitu Rp. 500.000.-. Kedua: Patoho dari barang ke 
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uang yaitu petani (sebagai pembeli) membeli barang pertanian dengan 

pembayaran secara tertangguh pada musim panen. Jika terjadi gagal 

panen, petani boleh membayar sampe musim panen pertanian lainnya, 

misalnya pada musism panen bawang, atau jagung atau lainnya, 

berdasarkan kesepakatan dengan Penjual tanpa ada tambahan bunga. 

Dalam hal ini menggunakan teori As-Salam dan jual beli kredit. Praktek 

Patoho di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima hanya 

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sangga sehingga turut campurnya 

kepala desa atau pejabat yang berwenang tidak diperlukan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktek Patoho yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah 

sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. 

 

Kata kunci : Patoho, Petani, Desa Sangga. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang 

mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, 

akhlak maupun muamalah. Islam mengenal adanya hubungan antara 

manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia, 

hubungan tersebut haruslah berjalan seimbang. Manusia tidak bisa 

lepas dari kegiatan muamalah, karena muamalah itu sendiri 

merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan 

orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli, utang 

piutang, dan lain sebagainya), dalam pengertian lain seperti pendapat 

A. Warson Munawir yang di kutip oleh Mardani bahwa muamalah 

secara etimologis merupakan hubungan kepentingan seperti jual beli, 

utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya.
1
  

Kehidupan manusia yang saling membutuhkan, 

menyebabkan manusia tidak  bisa lepas dari transaksi Muamalah, 

transaksi muamalah  itu sendiri sangat luas sehingga syariat islam 

lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-

kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah 

secara terperinci. Jika muamalah yang di kembangkan dan dilakukan 

sesuai dengan subtansi makna yang di kehendaki syara’, yaitu 

                                                           
1
Mardani,Fiqih Ekonomi Syariah : fiqh muamalah Edisi 

Pertama ,Jakarta : Prenadamedia Group, 2012, hlm.2. 



 

2 

 
mengandung prinsip dan kaidah, mengandung kemaslahatan bagi 

umat, serta menghindari kemudaratan, maka jenis muamalah 

tersebut dapat di terima, karena pada dasarnya semua transaksi 

dalam muamalah di perbolehkan sampai ada dalil yang 

melarangnya.
2
 Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi : 

 حَةُ إلَِّا أنَْ يدَُلا دَليِْلٌ عَلًَ تحَْرِيْمِهَا الأصَْلُ فيِ المُعَامَلةَِ الِإباَ

Artinya:”Hukum asal dalam semua bentuk muamalah 

adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya”.
3
 

Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah 

diantaranya adalah jual beli, transaksi ini tidak bisa lepas dari 

kehidupan manusia, bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. 

Oleh karena itu Islam menganjurkan manusia untuk saling tolong 

menolong antara sesama mahluk-Nya, sebagaimana yang di jelaskan 

dalam firman-Nya, Q.S Al-Maidah ayat 2: 

....” َ َٰۖ إنِا ٱللّا نِِۚ وَٱتاقىُاْ ٱللّا ثۡمِ وَٱلۡعُدۡوََٰ ٰۖ وَلََّ تعََاوَنىُاْ عَلًَ ٱلۡإِ  وَتعََاوَنىُاْ عَلًَ ٱلۡبرِِّ وَٱلتاقۡىَيَٰ

 ) ٢(شَدِيدُ ٱلۡعِقاَبِ 

Artinya:“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (me-

ngerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

                                                           
2
 Mardani,Ibid...hlm.6. 

3
H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam 

dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis Edisi Pertama, Jakarta: 

Prenadamedia, 2006, hlm.130.  
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Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat 

berat siksa-Nya”.  
4

 

Transaksi Muamalah yang dilakukan oleh masyarakat harus 

sesuai dengan ajaran syariah dan terhindar dari kerusakan baik 

karena keharamannya, tidak sah akadnya yang meliputi rukun tidak 

terpenuhi, syarat tidak terpenuhi, terjadi ta‟alliq, terjadi 2 in 1, dan 

karena haram selain zatnya yaitu seperti adanya unsur Gharar dan 

Riba.
5
 Riba merupakan salah satu penyebab dilarangnya transaksi 

dikarenakan Perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu 

yang di hutangkan.
6
 Karena adanya tambahan tersebut, 

menyebabkan riba dapat membawa dampak yang sangat buruk 

dalam kehidupan manusia, seperti hancurnya ekonomi bangsa dan 

tidak meratanya kesejahteraan.
7
 Maka, riba tidak layak berkembang 

biak dalam kehidupan kaum muslim karena mengandung pemerasan 

terhadap kaum yang lemah, dan mencari kekayaan dengan cara tidak 

wajar.
8
  

                                                           
4
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya juz 1 – juz 30, 

Surabaya: Karya Agung, 2006, hlm.142. 
5
 M. Solauddin, Asas – Asas Ekonomi Islam, Jakarta:  Pt. 

RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007, Hlm.135. 
6
 Hendi Suhendi,Fiqih Muamalah:Membahas Ekonomi Islam, 

Jakarta:Rajawali Pers,1997, hlm.57. 
7
 Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-„Asqalany,Bulughul Maram Min 

Adilatil Ahkam,Terj. Lutfih Arif, et al.,”Bulughul Maram Five in One”, 

Jakarta:PT Mizan Publika,2015,hlm.489. 
8
 Departemen Agama RI, Mushaf  Al-Qur’an, semarang : Wicaksana, 

1993, hlm. 44. 
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Perkembangan zaman yang semakin modern dengan 

berbagai macam tantangan sosial serta kebutuhan hidup yang 

meningkat, maka muncul transaksi muamalah yang beraneka ragam 

bentuk maupun caranya, salah satunya yaitu jenis muamalah yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima yaitu Patoho. 

Untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan atau 

yang dibutuhkan maka dilakukanlah transaksi jual beli antara 

penjual dan pembeli, jika penjual memiliki barang dan pembeli 

memiliki uang maka jual beli bisa berjalan seperti pada umumnya. 

Lain halnya, jika pembeli tidak memiliki uang sedangkan pembeli 

sangat membutuhkan barang tersebut maka pembeli akan membeli 

dengan cara pembayaran yang di tangguhkan berdasarkan 

kesepakatan antara pembeli dan penjual.
9
 Sehingga muncul istilah 

Patoho di tengah kehidupan masyarakat.
 10

 

Transaksi muamalah dengan sistem patoho merupakan 

jenis kegiatan muamalah dalam bidang pertanian yaitu adanya 

perjanjian penyerahan barang atau pelunasan pada musim panen, 

baik itu musim panen padi, bawang merah, jagung atau musim 

panen yang di sepakati pada saat akad. Patoho ini dilakukan oleh 

masyarakat desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam 

                                                           
9
 Hasil Wawancara dengan Bu Rahmah, seorang  tengkulak di dasa 

Sangga pada tanggal  17 Juli 2017. 
10

 Hasil wawancara dengan Bu Mei, seorang tengkulak di dasa Sangga 

pada tanggal 18  Juli 2017. 
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memenuhi kebutuhan yang mendesak, baik itu untuk keperluan 

biaya sekolah anak, makan sehari-hari, penggarapan sawah, 

pengobatan atau biaya-biaya mendesak lainnya.
11

   

Dalam prakteknya, transaksi Patoho yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Sangga Patoho dibagi menjadi dua macam, yaitu 

Pertama: Patoho dari uang ke barang yaitu Petani menerima harga 

barang secara kontan pada saat akad, sedangkan barang akan di 

sediakan/diserahkan pada musim panen, sebanyak takaran (barang 

pertanian) yang telah di janjikan atau disepakati di awal. Jika terjadi 

gagal panen dan petani tidak dapat menghadirkan objek akad pada 

saat jatuh tempo, maka petani boleh menyerahkan barang tersebut 

pada musim panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari 

pembeli, atau petani dapat menggantinya dengan menggunakan uang 

dan tentu nominal uang disini tidak berpatokan pada jumlah uang 

yang di terima pada tempo hari, melainkan berpatokan pada harga 

barang saat pelunasan. Kedua: Patoho dari barang ke uang yaitu 

petani menerima beras di awal akad, dengan pembayaran yang 

ditangguhkan sampai musim panen. Jika terjadi gagal panen, petani 

boleh membayar sampe musim panen pertanian lainnya, misalnya 

pada musism panen bawang, atau jagung atau lainnya, berdasarkan 

kesepakatan dengan penjual.
12

 

                                                           
11

 Hasil wawancara dengan Bu Puput uswatun, seorang petani di desa 

Sangga pada tanggal 16  Juli 2017. 
12

 Hasil Wawancara dengan Bu  Zulaihah, seorang tengkulak di dasa 

Sangga pada tanggal 19 Juli 2017. 
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Waktu pelunasan terhadap kegiatan Patoho ini selalu 

berpatokan pada musim panen, kebiasaan masyarakat bahwasannya 

dari musim tanam ke musim panen berdurasi sekitar 3 - 4 bulan atau 

lebih.
 13

 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang praktek Patoho di Desa 

Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima untuk di ketahui secara 

jelas dan pasti hukumnya dalam hukum ekonomi syariah. 

Menurut gambaran yang diperoleh dari lapangan, 

bahwasannya masyarakat masih ada keraguan mengenai hukum 

ekonomi syariah terhadap praktek patoho yang mereka lakukan, 

akan tetapi masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima menyadari bahwa Patoho merupakan alternatif yang cepat 

dalam memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Praktek Patoho di 

Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ini dilakukan oleh 

masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan 

berpedoman pada ajaran Islam (al-Quran dan as-Sunnah) sehingga 

masih bersedia menerima perbaikan-perbaikan yang berkenaan 

dengan hukum Islam (Syariat Islam), apabila terdapat penyimpangan 

dalam kegiatan bermuamalah mereka. 

Untuk membahas permasalahan ini penulis mengangkatnya 

dalam penyusunan skripsi yang berjudul ”Analisis Hukum 

                                                           
13

Ibid. 
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Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Patoho di Desa Sangga 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang di paparkan di atas, maka 

penulis menemukakan rumusan pokok permasalahannya yaitu:  

1. Apa Faktor yang Mendorong Masyarakat Desa Sangga 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Melakukan Transaksi 

dengan Sistem Patoho ? 

2. Apa Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek 

Patoho di  Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penulisan karya skripsi ini : 

a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi 

masyarakat Sangga melakukan transaksi dengan sistem 

Patoho; 

b. Untuk mengetahui kejelasan hukum terhadap praktek 

Patoho di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima. 

c. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Secara akademik, Untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan akademik, terutama mengenai hukum islam 

yang dipraktektan oleh masyarakat dalam kehidupannya 

seperti transaksi-transaksi muamalah, seperti kegiatan 
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Patoho di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima; 

b. Secara teoritis, penelitian ini menjadi salah satu metode 

dalam mengembangkan materi yang telah dipelajari selama 

mengikuti perkuliah di perguuruan tinggi (sebagai bahan 

studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut UIN 

Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum) guna 

disajik terutama mengenai teori Jual Beli (Ba’i Ajal dan as-

Salam), dan teori Riba dalam kegiatan Patoho; 

c. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat bagi penyusun dan masyarakat 

setempat terutama masyarakat Desa Sangga Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima; 

d. Bagi masyarakat umum, sebagai informasi mengenai 

kejelasan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek 

Patoho di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima dan bisa di jadikan rujukan bagi desa lain yang 

menerapkan praktek yang sama. 

e. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat mendapatkan 

gelar sarjana di fakultas sayariah UIN Walisongo 

Semarang. 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan 

menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal yang 



 
9 

 
dilakukan penulisan yaitu melakukan pengkajian terhadap buku-

buku dan karya ilmia yang di jadikan sebagai reverensi oleh penulis, 

dan penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian 

sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan agar bisa di tanggung 

jawabkan oleh penulis bahwa penelitian ini merupakan penelitian 

baru oleh penulis. Adapun karya ilmiah yang menganalisis seputar 

kegiatan muamalah dengan menggunakan barang ribawi oleh 

masyarakat, yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian penulis 

antaranya: 

Pertama, Siti Fatimatuz Zaro‟ (NIM : 112311052) 

Mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 

2017 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tteradap Jual 

Beli Denan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi 

Di Desa Ketuwan Kecamatan Keduntuban Blora)” dimana dalam 

skripsinya memberikan kesimpulan bahwa jual beli yang di lakukan 

di desa ketuwan yaitu jual beli yang dilakuka dengan cara tengkulak 

memberikan uang muka kepada petani (penjual) yang kekurangan 

biaya. Dimana kesepakatan harga dilakukan dalam dua tahap yaitu 

di tentukan sesuai dengan harga pasar, tahap kedua yaitu ditentukan 

saat jatuh tempo padi sudah dipanen dan sudah di ketahui beratnya, 

harga tidak sesui harga pasar melainkan harga ditetapkan oleh 

tengkulak saja. Akad ini dilakukan ketika patani mengalami 

kebutuhan ekonomi mendesak sebelum musim panen tiba. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa jual beli dengan sistem akad salam di 
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Desa Ketuwan belum sesuai dengan syari‟t islam, karena ada syarat 

jual beli tidak terpenuhi yakni dari aspek penetapan harga terdapat 

unsur ketidak jelasan, hukum praktek jual beli ini sama seperti 

hukum jual beli gharar yakni dilarang.
14

 

Kedua, Siti Nur Cahyati ( NIM: 052311023) mahasiswa 

institut agama islam negeri walisongo semarang 2010 dengan judul 

skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang 

Dan Pelaksanaannya Di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu 

Kabupaten Grobogan” dimana dalam skripsi, petani meminjam 

uang kepada penguyang untuk menggarap sawah, petani membayar 

utangnya dengan menggunakan padi dalam jumlah standar atau 

ukuran kwintalan pada musim panen dengan kata lain tidak di 

kembalikan dengan uang. Dan apabila petani gagal membayar 

utangnya pada tempo yang telah di tentukan (panen) maka petani 

harus membayarnya pada musim panen selanjutnya dengan 

tambahan 5% atau 10% padi. Dalam perjanjian nguyang tersebut 

menurut pandangan Islam adalah sah, dan termasuk akad salam yaitu 

akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (muslam) dengan 

penjual (muslam ilaih) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan  

                                                           
14

 Siti Fatimatuz Zaro‟ (NIM : 112311052) Mahasiswa lulusan 

Universitas Islam Negeri Walisongo, Tinjauan Hukum Islam Tteradap Jual 

Beli Denan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi Di Desa 

Ketuwan Kecamatan Keduntuban Blora), Semarang, 2017. 
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disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka 

secara penuh.
15

 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Adi Wibowo (NIM 

: 08380045) mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) 

Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2013 dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam-Meminjam Uang di Desa 

Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen”. Dimana dalam skripsinnya 

debitur melakukan peminjaman uang kepada kreditur, dan yang 

mana debitur menyetujui  serta mematuhi peraturan dan persyaratan 

yang di berikan oleh kreditur, dalam hutang-piutang ini debitur tidak 

mendapatkan uang yang di pinjamnya secara utuh atau tidak sesuai 

dengan pinjaman, melainkan debitru mendapatkan potongan uang 

muka terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang di 

pinjamnya. Dan juga mendapatkan beban tambahan dalam 

pengembalian tiap bulannya dengan besaran presentasi tambahan 

sebesar 3% dari uang yang dipinjamnya selama satu tahun. Dalam 

penelitiannya Adi Wibowo memberikan kesimpulan bahwa praktek 

utang di desa Nglorog telah memenuhi rukun dan syarat al-qard, 

maka praktek hutang-piutang ini sudah sah menurut hukum islam.
16

 

                                                           
15

 Siti Nur Cahyati ( NIM: 052311023) mahasiswa institut agama islam 

negeri walisongo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang Dan 

Pelaksanaannya Di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten 

Grobogan, Semarang, 2010. 
16

 Adi Wibowo (NIM : 08380045) mahasiswa lulusan Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 

Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen, 

Yogyakarta, 2013. 
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Perbedaan dengan skripsi di atas, yaitu pada pelaksanaan, 

pelunasannya ketika terjadi gagal panen, objek penelitiannya, serta 

faktor yang melatar belakangi terjadinya transaksi ini, yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima dalam bidang pertanian yang mereka sebut dengan 

Patoho.  

E. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang  

ditempuh  dalam  mencari,  menggali,  mengolah  dan membahas  

data  dalam suatu  penelitian,  untuk  memperoleh  kembali  

pemecahan tehadap permasalahan.
17

 Adapun metode penelitian yang 

di gunakan dalam tulisan ini: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian langsung di 

lapangan (field research) adalah melakukan penelitian di Desa 

Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Untuk memperoleh 

data atau informasi mengenai kegiatan Patoho secara langsung 

dengan mendatangi responden di desa tersebut, serta 

menggunakan pendekatan induktif yang mana pada penelitian ini 

memaparkan situasi atau peristiwa mengenai praktik Patoho 

didesa tersebut, kemudian disesuaikan menurut Hukum Ekonomi 

                                                           
17

 . Joko  Subgyo,  Metodologi PenelItian,  Dalam  Teori  dan  Praktek,  

(Jakarta  :  PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.2.  
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Syariah tentang jual beli as-salam dan jual beli kredit sehingga 

yang terakhir agar dapat ditarik kesimpulan.
18

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang yang di gunakan dalam penelitian ini 

ada dua yaitu, sumber data primer dan sekunder. 

a. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh dengan 

survei lapangan yang menggunakan semua metode 

pengumpulan data original, atau data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian.
 19

 Data primer dikumpulkan 

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian, karena merupakan bagian integral dari proses 

penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan 

pengambilan keputusan.
20

  

Dalam penelitian ini penulis mendapat gambaran 

mengenai pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat 

setempat tentang praktek Patoho oleh masyarakat Desa 

Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau penulis 

menyebutnya sebagai data lapangan. Adapun pengambilan 

data primer ini di ambil dari : 

                                                           
18 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Jakarta: 

Raja Grafindo, 2006, hlm. 222. 
19

 Mudrajad Kuncoro,  Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, J akarta: 

Erlangga,2003,hlm. 127. 
20

 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 79. 



 

14 

 
1) Kepala Desa Desa Sangga Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima; 

2) 14 sample masyarakat yang pernah maupun sedang 

melakukan Nconggo dengan Sistem Patoho yang 

terdiri dari 4 kreditur  (tengkulak) dan 10 debitur 

(petani); 

3) Tokoh Agama. 

b. Data sekunder merupakan suatu data atau informasi yang 

diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung yang bersifat 

publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, 

dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain 

sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.
21

 Data 

sekunder yang akan digunakan dalam penyusunan tugas 

akhir ini adalah data-data literatur seperti struktur organisasi, 

buku-buku hukum ekonomi syariah dan studi pustaka yang 

berkaitan dengan ruang lingkup  Patoho dengan 

memperhatikan Teori jual beli (al-ba‟i) baik Ba’i Ajal 

maupun Ba’i as-Salam dan Teori Riba. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpul data yang digunakan oleh 

penulis yaitu : 
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 Ibid...hlm.79. 
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1) Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan langkah yang di 

gunakan untuk mendapatkan insformasi yang di lakukan 

dengan cara tanya jawab secara lisan terhadap individu-

individu yang nantinya akan di jawab dengan jawaban-

jawaban yang lisan juga.
22

 Dalam hal ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara terstruktur, peneliti 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan 

dalam proses wawancara tersebut, dari hasil dari wawancara 

tersebut untuk memperoleh data berupa jawaban dari 

pernyataan-pernyataan yang di ajukan.  

2) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini 

dilakukan untuk memperoleh data di Desa Sangga yang 

meliputi profil desa dan catatan-catan dari kreditur.
 23

 

4. Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

deskripsi analisis dengan pendekatan Kualitatif. Deskripsi 

analisis merupkakan metode dalam menganalisis data dengan 

                                                           
22

 Juliansyah Noor,  Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 

2014),hlm 138. 
23

Sugiyono,Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Bandung:Alfabeta,2011, hlm.240. 
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membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-

fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang satu 

dengan fenomena lainnya.
24

  

Dalam analisis data kualitatif, beberapa hal yang dapat 

dilakukan secara simultan antara lain melakukan pengumpulan 

data dari lapangan, membaginya kedalam kategori-kategori 

dengan tema-tema yang spesifik, menformat data tersebut 

menjadi suatu gambaran yang umum, dan mengubah gambaran 

tersebut menjadi  teks kualitatif.
25

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini diawali dengan halaman judul, 

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahana, halaman 

deklarasi, halaman Motto, halaman persembahan, halaman abstrak, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, kemudian dilanjutkan 

dengan : 

BAB I    :  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, analisis data  dan  sistematika 

penelitian; 

                                                           
24

 Saifudin Azwar,Metode Penelitian,Yogyakarta:Pustaka Pelajar 

Offset,1998, hlm.128. 
25

 Haris Herdiansyah, Metodelogi penelitian Kulaitatif : Untuk Ilmu-

Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika,2010,hlm.162. 
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BAB II : KONSEP JUAL BELI  (as-Salam dan Ba’i Ajal atau 

Krediit), „URF DAN RIBA MENURUT HUKUM 

ISLAM 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung 

penelitian penulis, yaitu tentang pengertian Jual Beli (al-

ba’i), dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, 

macam-macam akad jual beli, Ba’i Ajal dan as-Salam, 

dan penyebab dilarangnya transaksi, juga tentang 

pengertian „Urf, macam-macam ‘Urf, dan Hukum ‘Urf, 

serta pengertian Riba, Dasar Hukum, Macam-macam 

Riba serta Hikmah Dilarangnya Riba. 

BAB III : PRAKTEK PATOHO DI DESA SANGGA 

KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA 

Bab ini berisi  tentang  profil desa, gambaran umum 

tentang objek, yang meliputi pelaksanaan dan pelunasan 

Patoho oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima. 

BAB IV :FAKTOR DAN SATATUS  HUKUM  PRAKTEK 

PATOHO DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU 

KABUPATEN BIMA  DALAM HUKUM EKONOMI 

SYARIAH  

Bab ini menjelaskan tentang faktor yang mendorong 

masyarakat Sangga melakukan transaksi dengan sistem 

Patoho, serta menjelaskan tentang pandangan hukum 
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ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktek Patoho 

oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima, Dan mengemukakan hasil dari 

penelitian yaitu apakah pelaksanaannya telah sesuai 

dengan rukun dan syarat serta ketentuan dari Ba’i Ajal 

dan jual beli as-Salam yang di syariatkan oleh islam atau 

belum, serta apakah praktek tersebut mengandung unsur 

Riba atau tidak.  

BAB V :  PENUTUP 

Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran dan 

penutup. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

KONSEP JUAL BELI  (as-Salam dan Ba’i Ajal atau Krediit),  

‘URF DAN RIBA MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Konsep Jual Beli  

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli (ٍََْغ  artinya menjual, mengganti dan menukar (انْجَ

sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab kata ٍََْغ  انْجَ

terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, َُشَاء  yaitu انشِّ

beli, dengan demikian kata ٍََْغ  berarti jual sekaligus berarti انْجَ

beli.
26

 Sedangkan menurut istilah yaitu tukar menukar barang 

dengan uang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan 

hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling 

merelakan.
27

 Adapun menurut Malikiyah, Syafi‟iyah dan 

Hanabilah, bahwasannya jual beli merupakan tukar menukar 

harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan hak 

kepemilikan.
28
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M Ali Hasan,Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih 

Muamalat),Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada,2003, hlm.113 
27

Hendi suhendi, Fiqih Muamalah : Membahas Ekonomi Islam: 

Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, 

Ijarah,Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain,cet. Ke-6, 

Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.67. 
28

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah : fiqh muamalah Edisi 

Pertama,Jakarta : PrenadaMedia Group, 2012, hlm.101 
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Said sabiq mendefinisikannya dengan : 

ٍْمَِانزَّشَاظًِ بلٍَػَهىََعَجِ ًِ  يُجبَدَنخََُيَبلٍَثِ

Artinya : “Saling menukar harta  dengan harta atas 

dasar suka sama suka”.
29

  

2. Landasan Hukum Jual Beli 

a. Landasan Al-Qur‟an 

1) Q.S Al-Baqarah 275 : 

...”َ
اْ  َٰٕ ثَ َٱنشِّ وَ زَشَّ َٔ َ غَ ٍۡ َٱنۡجَ َٱللهُ أزََمَّ َٔ َ

ْۗ
اْ َٰٕ ثَ غَُيِثۡمَُٱنشِّ ٍۡ بَٱنۡجَ ًَ َإََِّ اْ ٕٓ َلبَنُ ىُۡ َثأَََِّٓ نكَِ

َ...”رََٰ

٥٧٢ََ

Artinya : “... yang demikian itu karena mereka berkata 

bahwa jual beli sama dengan riba, padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba...”.
30

 

2) Q.S An- Nisa 29 : 

َلََ يَُُٕاْ َاَٰ ٍَ ٌْ َٱنَّزِ بَ أٌَُّٓ ٌََََٰ ٍْ َػَ َردَِبسَحً ٌَ ْٕ َركَُ ٌْ َأَ ٓ َالَِّ َثبِنْجبَغِمِ ٍُْكَُىْ َثَ انكَُىْ َٕ َأيَْ اْ ٕٓ رأَۡكُهُ

ُْكُىَْرشََاضٍَ  ٥٢َ...”يِّ

Artinya :”Wahai Orang-orsng yang beriman ! 

janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara 

kamu...”.
31
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 M Ali Hasan,Ibid...hlm.114 
30

 Departemen Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya juz 1 – juz 30, 

Surabaya:Karya Agung, 2006, hlm.58 
31

 Ibid...hlm.107 
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3) Q.S al-Baqarah 282 : 

َ ٍَ بََٱنَّزٌِ بٌَُّٓٓ ىَفبَكْزجَُُُِٕاٌََََٰٰ ًًّ غَ َأخََمٍَيُّ ٓ َانِىََٰ ٍٍ ٌْ ُْزىَُْثذَِ اَْارَِاَرذََاٌَ ٕٓ َيَُُ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu 

yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.
32

 

b. Al- Hadis 

Dari Rifa‟ah bin Rabi ra. 

ََِِ َثٍِذَِ خُمِ َانشَّ مُ ًَ َػَ َ؟َلبَلَ: َانكَْغْتَِاغٍْتَُ َأيَُّ َعُئمَِ عَهَّىَ َٔ َ ِّ ٍْ َػَهَ ُ َصَهَّىَاللََّّ ًَّ َانَُّجِ ٌَّ أَ

سٍَ)سٔاَِانجضاسَٔانسبكى( ْٔ ٍْغَِيَجْشُ َثَ كُمُّ ََٔ

Artinya:”Bahwa Nabi Muhammad SAW. ditanya, Mata 

pencaharian apa yang paling baik ? Beliau 

menjawab: pekerjaan seseorang dengan 

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang 

mabrur”. Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan di 

Shahihkan oleh al-Hakim.
33

  

c. Ijma 

Konsesus umat telah sepakat atas di bolehkannya 

jual beli secara umum. Jika di lihat dari hikmahnya, bahwa 

kebutuhan manusia terkadang bergantung apa yang ada di 

tangan saudaranya secara umum, sedangkan saudaranya 

tidak ingin memberikannya dengan gratis, maka dengan 
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pensyariatan jual beli terdapat sarana agar tercapai tujuan 

tanpa harus memberatkan.
34

 

d. Kaidah Fiqih 

ٓبَ ًِ ٌْ ٍْمٌَػَهىََرسَْشِ َدَنِ ٌَذَُلَّ ٌْ َأَ ؼَبيَهخََِالِإثبََزَخَُإلَِّ ًُ  الأصَْمَُفًَِان

Artinya:”Hukum asal dalam semua bentuk muamalah 

adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya”.
35

  

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun Jual Beli 

Rukun Jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk 

mewujudkan hukum jual beli.
36

 Menurut Jumhur Ulama 

Rukun jual beli ada empat  macam yaitu : 

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli; 

2) Objek Transaksi, yaitu harga dan barang; 

3) Akad  (transaksi) yaitu ijab atau qabul; 

4) Ada nilai tukar pengganti barang.
37
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b. Syarat Jual Beli 

Jika di lihat dari rukun jual beli di atas, maka syarat-

syarat jual beli adalah sebagai berikut : 

1) Syarat Orang yang Berakad (pelaku transaksi) 

a) Orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang 

telah akil baligh, merdeka, berakal serta dewasa dalam 

pemikirannya. Adapun jual beli dalam ukuran kecil 

seperti makanan kecil, majalah, minuman yang 

nilainya relatif kecil, diperbolehkan bagi anak kecil. 
38

 

b) Transaksi Jual beli hendaknya ada rasa saling ridha di 

antara penjual dan pembeli, dengan begitu tidak sah 

jual beli yang di lakukan dengan paksaan, tanpa 

alasan yang dibenarkan, dikarenakan seseorang tidak 

boleh dipaksakan untuk menjual apa-apa yang ia 

miliki.
39

 

2) Syarat Barang-barang yang Diperjualbelikan (Objek 

Transaksi) 

a) Barang yang dijualbelikan harus merupakan sesuatu 

yang di perbolehkan oleh agama untuk dijual, bersih, 

bisa diserahkkan kepada pembeli, dan bisa di ketahui 
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pembeli meskipun hanya di sebutkan ciri-cirinya.

40
 

Dan barang tersebut harus ada, atau tidak ada di 

tempat, tetapi pihak penjual menyatakan 

kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut 

dan dihadirkan pada tempat dan waktu yang telah di 

sepakati.
41

 

b) Hendaknya barang tersebut benar-benar milik si 

penjual atau orang yang menggantikan 

kedudukannya yaitu walinya, yang menerima wasiat, 

wakil dan nazir pada harta wakaf,  maka tidak 

dibolehkan membelanjakan harta orang lain.
42

 Dan 

barang tersebut biasa diserahterimakan, maka tidak 

sah jual beli barang hilang, burung di angkasa, karena 

tidak dapat diserahterimakan.
43

 

c) Hendaknya barang tersebut telah di ketahui oleh 

kedua belah pihak pada saat akad baik dengan cara 

melihat atau dengan sifatnya.
44

  

d) Harga barang harus jelas saat transaksi.
45
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e) Barang tersebut bermanfaat dan dapat di manfaatkan 

oleh manusia.
46

 

3) Syarat Akad Transaksi (Ijab dan Qabul) 

a) Kedua orang yang melakukan akad memenuhi 

syarat-syarat orang yang di bolehkan melakukan 

transaksi.
47

 

b) Kabul sesuai dengan ijab, sehingga terciptanya 

kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan 

tulisan, lisan maupun isyarat.
48

 

c) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila 

seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum 

adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
49

 

4) Syarat Ada Nilai Tukar Pengganti Barang 

Nilai tukar barang dalam jual beli termasuk unsur 

yang penting, nilai tukar pengganti barang ini dizaman 

sekarang di sebut dengan uang. Ulama fiqih membedakan 

nilai tukar pengganti barang ini (harga barang) kedalam 

dua macam yaitu as-Tsaman ) ٍُ ًَ  yaitu harga pasar )انزَّ

yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan as-Si‟r 

ؼْشُ(  yaitu modal barang yang seharusnya diterima para )انغَّ

pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dalam hal 
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ini harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah 

as-Tsaman, bukan harga as-Si‟r.
50

 

Ulama fiqih mengemukakan syarat as-Tsaman 

sebagai beriku : 

a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus 

jelas jumlahnya; 

b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi). 

Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), 

maka waktu pembayarannya pun harus jelas 

waktunya; 

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka 

barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang 

di haramkan syara‟ seperti babi dan khamar.
51

  

4. Macam-macam Jual Beli 

Jual beli dapat di tinjau dari berbagai segi, jika di tinjau 

dari segi hukum, maka jual beli ada dua macam yaitu jual beli 

yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut 

hukum, dari objek jual beli dan pelaku jual beli.
52

 

Ditinjau dari benda yang menjadi objek jual beli, 

sebagaimana pendapat yang dikemukakan Imam Taqiyuddin 

bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bagian : 
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a. Jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan 

akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada 

di depan penjual dan pembeli, sebagaiaman lazimnya jual 

beli yang dilakukan oleh masyarakat banyak dan di 

perbolehkan; 

b. Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian yaitu 

jual beli pesanan, atau jual beli yang tidak tunai, jual beli 

yang di lakukan dengan modal di awal, dan telah disebutkan 

ciri-cirinya dengan jelas dan penyerahan barang yang di 

tangguhkan pada waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang 

telah di tetapkan ketika akad; 

c. Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat di lihat yaitu 

jual beli yang di larang oleh agama islam, karena barangnya 

tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang 

tersebut di peroleh dari curian, atau barang titipan yang 

akibatnya menimbulkan kerugian terhadap satu pihak.
53

 

Adapun bentuk-bentuk jual beli jika di lihat dari sisi 

waktu serah terima, dibagi menjadi empat yaitu, barang dan uang 

serah terima dengan tunai, uang di bayar dimuka dan barang 

menyusul pada waktu yang di sepakati (as-Salam), barang 

diterima di muka dan uang menyusul (ba‟i Ajal atau jual beli 
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tidak tunai) misalnya jual beli kredit, dan barang dan uang tidak 

tunai (Ba‟i Dain bi Dain) yaitu jual beli utang dengan utang.
54

 

Dilihat dari sisi waktu serah terima, adapun macam-

macam akad dalam jual beli : 

a. Ba‟i yaitu Barang dan uang serah terima dengan tunai atau 

secara kontan, seperti halnya jual beli benda yang kelihatan 

yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau 

barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan 

pembeli dengan secara tunai, sebagaiaman lazimnya jual beli 

yang dilakukan oleh masyarakat banyak dan di perbolehkan.
 

55
 

b. Ba‟i as-Salam yaitu uang dibayar dimuka dan barang 

menyusul pada waktu yang di sepekati.  

Salam secara terminologis adalah transaksi dengan 

harga yang di berikan secara kontan di tempat transaksi yang 

kemudian barang/objek salamnya akan di serahkan secara 

tertangguh dalam suatu tempo, dimana barang/objek tersebut 

telah di ketahui dengan jelas ciri-ciri dan sifatnya dengan 

jelas.
56

 

Asy-syafi‟i beragumen dengan Atsar dari Ibnu 

Abbas dan Ibnu Umar  tentang bolehnya akad salam.  
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َػَطبَءٍَ ٍْ ٌْحٍ,َػَ َخُشَ ٍِ َاثْ ٍِ َعَبنىٍِ,َػَ ٍُ ٍْذَُثْ ,َأخَْجشََْبََعَؼِ ًُّ بفؼِِ ٍْغُ,َأخَْجشََْبََانشَّ ثِ أخَْجشََْبََانشَّ

سِقََِمَْذًا. َٕ سِقَُفًَِانْ َٕ هفََِثأَعًْبَان لَُ:َلَََشََيَثبِنغَّ ْٕ َػَجَّبطٌٍَمَُ ٍَ غََثْ ًِ َُعَ  أَََّّ

Artinya:Ar-Rabi‟ mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi‟i 

mengabarkan kepada kami, Sa‟id bin Salim 

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, 

dari Atha‟ bahwa dia mendengar Ibnu Abbas, 

dia berkata : Menurut kami, tidak masalah 

memesan sesuatu dengan perak sebagai alat 

tukarnya.
57

 

ٌَسًٍَََْ لبَلَ َٔ ثَُبَ َزَذَّ َٔ َ شٌ ًْ َػَ َلبَلَ َنٍِسًٍََْ انهَّفْظُ َٔ َ َانَُّبلذُِ شٌٔ ًْ َٔػَ ٌَسًٍََْ ٍُ َثْ ثَُبٌَسًٍََْ زَذَّ

ُْٓبَلَِأخَْجشَََبََعُفٍََْ ًِ َانْ ًْ َأثَِ ٍْ ٍْشٍَػَ َكَثِ ٍِ َثْ ِ َػَجْذَِاللََّّ ٍْ ٍْرٍَػَ َأثًَََِدَِ ٍِ َاثْ ٍِ َػَ ٍُْخََ َػٍََ ٍُ َثْ ٌُ ب

بسَِ ًَ َفًَِانثِّ ٌَ ْىٌَُْغُْهفُِٕ َٔ ٌُْخَََ ذِ ًَ عَهَّىََانْ َٔ َ ِّ ٍْ َُػَهَ َصَهًََاللََّّ ًُّ َػَجَّبطٍَلبَلََلذَِوََانَُّجِ ٍِ َاثْ ٍِ ػَ

َ ٍِ ٍْ ُزََ انغَّ َٔ ُخَََ وٍَإنًََِانغَّ ْٕ َيَؼْهُ ٌٍ صْ َٔ َٔ وٍَ ْٕ ٍْمٍَيَؼْهُ شٍَفهٍَْغُْهفَِْفًَِكَ ًْ َأعَْهفَََفًَِرَ ٍْ فمَبَلََيَ

َأخََمٍَيَؼْهُٕوٍ.

Artinya:”Yahya bin Yahya dan Amr An-Naqid telah 

memberitahukan kepada kami- lafazh ini milik 

yahya- Amr berkata, Sufyan bin Uyainah telah 

memberitahukan kepada kami, sementara 

Yahya berkata, Sufyan bin Uyainah telah 

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abu 

Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al-

Minhal, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “ saat 

pertama kali Rasulullah Saw. datang ke 

Madinah para penduduk terbiasa melakukan 

transaksi Salam (pesanan) buah-buahan untuk 

jangka waktu satu atau dua tahun. Beliau 

bersabda : barang siapa yang membeli kurma 

dengan cara memesan, hendaknya ia memesan 

dengan takaran yang diketahui, timbangannya 
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yang diketahui, dan untuk jangka waktu yang 

diketahui”.
58

 

Asy-syafi‟i beragumen bolehnya praktik gadai dan 

penjaminan dalam akad salam, berikut alat tukar dan harga. 

Berdasarkan atsar dari Ibnu Umar, Asy-syafi‟i 

menyimpulkan hukum bahwa tidak masalah memesan 

sesuatu yang belum ada saat itu jika akan ada pada waktu 

yang ditentukan, maka berdasarkan atsar dari Ibnu Abbas, 

yaitu akad salam harus di batasi dengan tempo yang jelas.
59

 

Hukum Salam yang di sepakati oleh para imam 

mujtahidin boleh, yaitu : 

Menjual sesuatu yang disifatkan di dalam 

pertanggungan jawab dengan ucapan menyerahkan, 

umpamanya: ”saya serahkan kepada engkau dua puluh perak 

terhadap dua puluh bambu beras yang sifatnya begini-begini, 

dan saya akan menerimanya, sesudah sebulan, maka 

penjualan itu dinamai penjualan salam dan dibenarkan 

agama. Imam Malik, Asy Syafi‟y dan Ahmad : sah 

penjualan yang tersebut dengan enam syarat, yaitu : jenis di 

ketahui, sifatnya diketahui, kadarnya diketahui, tempo yang 
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di ketahui, harga yang di ketahui, dan objek jual beli (harga) 

diserahkan di kala itu juga.
60

 

Dalam Salam berlaku semua syarat dan rukun jual 

beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini : 

1) Ketika melakukan akad Salam, menyebutkan sifat-

sifatnya dengan jelas yang mungkin di jangkau oleh 

pembeli, baik berupa barang yang dapat di takar, 

ditimbang, maupun diukur; 

2) Dalam akad harus di sebutkan yang dapat mempertinggi 

dan dapat memperendah harga barang tersebut, 

umpamanya benda tersebut berupa beras, maka 

sebutkan jenis berasnya, kualitas berasnya; 

3) Barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang 

biasa didapatkan di pasar; 

4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlaku.
61

 

5) Barang yang menjadi obyek akad adalah termasuk dari 

barang yang diduga kuat ada stoknya saat tiba waktu 

serah terima.
62
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c. Ba‟i Ajal atau Jual Beli Tidak Tunai (Kredit) yaitu barang 

diterima dimuka dan uang menyusul. 

Ba‟i Ajal atau jual beli kredit yaitu menjual sesuatu 

dengan disegerakan penyerahannya barang-barang yang di 

jual sedangkan pembayarannya dilakukan secara tertangguh, 

dari segi betuknya, jual beli ini berbeda dengan jual beli 

salam yaitu pembayaran di muka dan penyerahan barang 

ditangguhkan.
63

 

Ada kalangan yang mengharamkan jual beli secara 

kredit, karena jual beli kredit terdiri dari dua jual beli dalam 

satu transaksi, dan Rasulullah melarang hal demikian, dan 

juga diharamkan berbagai jual beli yang mengambil 

tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran 

karena jual beli tersebut masuk ke dalam keumuman konteks 

riba.
64

 Namun di sisi lain jual beli kredit di perbolehkan 

dalam hukum jual beli islam.
65

 

Sebagaimana Gambaran umum dari jual beli kredit 

yaitu penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu 

barang (x) dengan harga yang sudah di pastikan nilainya (y) 

dengan masa pembayaran atau pelunasan (z) bulan. Jual beli 

kredit bukanlah jual beli dengan dua harga, akan tetapi jual 
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belli kredit merupakan jual beli dengan satu harga. Dua 

harga yang di ketahui hanyalah sebagai pilihan awal 

sebelum adanya kesepakatan, yaitu memilih tunai atau tidak 

tunai. Begitu sudah ada kesepakatan, maka penjual dan 

pembeli  harus menyepakati satu harga saja, dan seterusnya 

berlaku sampai waktu yang telah di sepakati, dan hendaklah 

harga yang telah di sepakati tersebut tidak boleh diubah-

ubah lagi.
66

 

Dalam jual beli secara kredit berlaku semua syarat 

dan rukun jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti 

berikut ini : 

1) Harga harus disepakati pada awal transaksi meskipun 

pelunasan dilakukan kemudian; 

2) Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga, jika 

pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana 

yang sering berlaku; 

3) Tempo waktu pembayaran dibatasi dan jelas waktunya 

sehingga terhindar dari praktek Ba‟i Gharar atau 

penipuan.
67

 

Jual beli secara kredit akan mewujudkan 

kemaslahatan antara penjual dan pembeli, kemaslahatan 

penjual yaitu mempermudah penjual dalam mejual 
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dagangannya sehingga menjdaikan barang dagangannya 

lebih banyak terjual, sedangkan kemaslahatan dari pembeli 

yaitu mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada 

saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar 

secara tunai.
68

  Kemudian ia membelinya dengan cara 

pembayaran dalam jangka waktu tertentu dengan harga lebih 

mahal daripada harga penjualan secara tunai.
69

 

d. Ba‟i Dain Bi Dain adalah jual beli dengan cara berutang dan 

pembayaran dilakukan dengan cara berutang pula. Adapun 

dalil hukum islam yang berhubungan dengan keharaman 

ba‟i dain bi dain ialah  

َصََ ًَّ َانَُّجِ ٌَّ َأَ ٍِ ٌْ َثبِنذَّ ٍِ ٌْ َانذَّ ٌَؼًَُِْ َنئِِ َثبِنْكَب َنئِِ َانْكَب ٍْغِ َثَ ٍْ ًَََََٓػَ عَهىَّ َٔ َ ِّ ٍْ َػَهَ ُ َاللََّّ هًَّ

َػُّ(  )سٔاَِانجضاسَٔانذاسَلطًَُػٍَاثٍَػًشَسظٍشاللََّّ

Artinya:”Sesungguhnya Nabi Saw. melarang kita 

menjual secara tangguh (berutang) dengan 

secara tangguh pula”(HR. Bazar dan 

Darquthni dari Ibnu Umar r.a.).
70

 

Menurut Imam Ahmad, bahwa kualitas hadits di 

atas adalah lemah (Dha‟if), dan menurut ijma‟ para ulama 

bahwasannya hukum ba‟i dain bi dain yaitu tidak boleh 

(haram). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu 
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Mundzir bahwasannya para ulama telah sepakat bahwa 

ba‟i dain bi dain hukumnya tidak boleh (haram).
71

 

Adapun jual beli yang dilarang karena adanya ketidak 

jelasan, sesuau yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram 

untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak. 

Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik 

barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun 

ketidak jelasan lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-

samar antara lain : 

a. Jual beli buah-buahan yang belum tampak  hasilnya. 

Misalnya menjual putik mangga untuk di petik kalau telah 

tua/masak nanti termasuk dalam kelompok ini adalah 

larangan menjual pohon secara tahunan; 

b. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan 

di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, 

menjual anak ternak yang masih dalam kandungan 

induknya.
72

 

5. Penyebab Dilarangnya Transaksi 

Sistem ekonomi islam selain memberikan dorongan 

untuk menggunakan harta secara benar juga memberikan aturan 

agar harta tidak beredar  ke jalan yang diharamkan. Adapun 

beberapa hal yang dapat merusak suatu akad atau transaksi 
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sehingga dinyatakan hukumnya haram, sehingga dilarang 

melanjutkan akad atau transaksi tersebut. Sebagaimana yang 

terdapat digambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : penyebab dilarangnya Transaksi.
73
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Taqtir 

Ihktikar 

Bai‟ Najasy 

Gharar 

Riba 

Israf & Tabdzir 

Dan lain 

sebagainya. 

 

1. Rukun tidak 

terpenuhi 

2. Syarat tidak 

terpenuhi 

3. Terjadi 

Ta‟alluq 

4. Terjadi 2 in 

1 

Penyebab dilarangnya 

Transaksi 

Haram zatnya Haram selain 

zatnya 

Tidak Sah 

Akadnnya 
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6. Ketentuan dalam Keuntungan 

Sebenarnya dalam syariat islam tidak ada ketentuan batas 

maksimal margin keuntungan. Dengan kata lain setiap orang 

bebas menjual barang dengan harga berapa saja, Baik itu lebih 

100% atau bahkan ratusan persen dari nilai belinya. Akan tetapi 

dalam jual beli, sesungguhnya yang perlu di perhatikan dalam 

menetapkan margin keuntungan bukanlah angka persentasinya 

melainkan sisi penzalimannya. Misalkan saja, seseorang memiliki 

barang yang tidak dijual ditempat lain dan barang itu merupakan 

hajat hidup orang banyak, jika dia menaikkan harga setinggi-

tingginya tanpa alasan yang kuat, disitulah letak penzalimannya. 

Namun jika masyarakat memiliki alternatif lain untuk 

mendapatkan barang kebutuhan dengan harga murah di tempat 

lain, penjual boleh menaikkan harga semaunya, nanti mekanisme 

pasarlah yang akan menjawabnya.
74

 

 

B. Konsep Al-‘Urf 

1. Pengertian Al-“Urf 

Al-„Urf adalah keadaan yang telah dikenal oleh orang 

banyak dan hal tersebut menjadi tradisi, baik berupa perkataan, 

atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.„Urf juga disebut 

dengan adat, „Urf  terbentuk dari pengertian orang banyak 
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sekalipun mereka berbeda stratifikasi sosial mereka.

75
 Kata „Urf  

secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan 

diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti 

yang kemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, „Urf adalah sesuatu 

yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi 

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa 

perbuatan atau perkataan.
76

 

Berdasarkan kaidah ke lima yaitu salah satu Lima kaidah 

Pokok yaitu : 

خٌَ ًَ  انؼَبدَحَُيُسَكَّ

Artinya :”Suatu adat dapat dijadikan hukum.”
77

 

Artinya suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum. 

Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut dengan „Urf atau 

adat. „Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-

ngulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal 

tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.
78
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Menurut kesepakatan jumhur ulama, suatu adat atau „urf  

bisa diterima jika memennuhi syarat-syarat berikut : 

b. Tidak bertentangan dengan syariat; 

c. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan 

kemaslahatan; 

d. Tidak berlaku dalam ibadah Mahdhah; 

e. „Urf tersebut sudah memasyarakat.
79

 

2. Macam-Macam ‘Urf 

Ulama mengambil adat kebiasaan yang ada di masyarakat 

menjadi dua yaitu adat yang shahih, benar baik, dan adat yang 

mafsadah, fasid, salah.
80

 

a. ‘Urf  yang Shahih 

Yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan 

tidak bertentangan dengan dalil syara‟, tidak menghalalkan 

sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu 

yang wajib. Hukum „Urf  yang shahih yaitu wajib dipelihara 

dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan, yang mana 

seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam 

pembentukan hukum, karena sesungguhnya segala sesuatu 

yang sudah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa 

mereka jalani, maka hal tersebut sudah menjadi bagian dari 
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kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan 

mereka.
81

 

b. ‘Urf  yang Fasid 

Yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, 

akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan syara‟, atau 

menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan 

sesuatu yang wajib. Hukum „Urf  yang fasid  (adat kebiasaaan 

yang merusak) maka tidak wajib diperhatikan, karena 

memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar‟i.
82

 

3. Hukum al-‘Urf 

„Urf  yang shahih yaitu wajib dipelihara dalam 

pembentukan hukum dan dalam peradilan, yang mana seorang 

mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan 

hukum. Sebagaimana bunyi kaidah kelima dari lima kaidah 

pokok yaitu : 

خٌَ ًَ  انؼَبدَحَُيُسَكَّ

Artinya :”Suatu adat dapat dijadikan hukum.”
83

 

Kaidah ini bersumber dari firman Allah SWT dalam al- 

Qur‟an surah al-Hajj ayat 78 sebagai berikut : 

...ََٕ كُىَْخَْاُْ يَبَخَؼَمََػَهٍَََْزجَىََٰ ٍَْفًَِٱنذََِّكُىََْٔ َيِ ٍِ ٧٧ََ...زَشَجٌٍََ
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Artinya :”...Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak 

menjadikan kesukaran untukmu dalam 

agama...”.
84

 

Adapun cabang-cabang dalam kaidah ini, diantaranya 

yaitu : 

مَُثِٓبَ .1 ًَ خٌٌَدَِتَُانؼَ بلَُانَُّبطَِزُدَّ ًَ  اعِْزؼِْ

Artinya :”Apa yang biasa diperbuat orang banyak 

adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang 

wajib di amalkan.”
85

 

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat 

kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap 

anggota masyarakat menaatinya.
86

 

بَ .2 ًَ  رؼُْزجَشََُانؼَبدَحَُإرَِاَاظْطَشََدَدَْأََٔغَهجَذََْإََِّ

Artinya :”Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan 

hukum) itu hanya adat yang terus-menerus 

berlaku atau berlaku umum.”
87

 

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa 

dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya 

sekali-sekali terjadi dan/atau tidak berlaku umum.
88

 

شْشََُٔغَِشَشغبًَ .3 ًَ ؼْشُٔفَُػُشْفبًَكَبن ًَ  ان
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Artinya: “yang baik itu menjadi „urf, sebagaimana yang 

disyaratkan itu menjadi syarat.”
89

 

Maksud dari kaidah di atas adalah adat kebiasaan dalam 

bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang 

dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan.
90

 Contohnya 

menjual buah di pohon, hal ini tidak boleh menurut qiyas, karena 

tidak jelas jumlahnya, tapi karena sudah menjadi kebiasaan 

(adat), maka ulama membolehkannya.
91

 

ْمَرُضلَػبدرٓىَيُضنخَانششغ .4
92

 

Artinya : apakah adat kebiasaan itu berlaku sebagai syarat ?
93

 

العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط فيه صور : منها لو جرت  

عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج, فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه 

.من غير شرط القطع ؟ وجهان اصحهما :لا,وقل القفال: نعم
94

 

Dalam hal kebiasaan itu apakah berlaku sebagai syarat? 

Ulama berselisih pendapat, ada yang berpendapat tidak, dan ada 

yang berpendapat ya, sebagai syarat. Misalnya disuatu daerah, 

sudah menjadi adat bahwa membayar utang itu harus disertai 

dengan bunganya, jika dilihat dari pendapat pertama maka bunga 

itu tidak haram, sebab adat itu tidak dianggap sebagai syarat, 
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tetapi kalau berdasarkan pendapat kedua maka bunga tersebut 

haram, karena adat itu dianggap sebagai syarat.
95

 

 

C. Konsep Riba 

1. Pengertian Riba 

Riba menurut bahasa adalah َُانضٌِبَدَح yaitu bertambah, 

karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari 

sesuatu yang diutangkan.
96

 Dalam arti lain, secara linguistik riba 

juga berarti tumbuh dan berkembang. Riba  bisa diartikan 

pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun 

pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip 

muamalat dalam islam.
97

  

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan 

riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, 

tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara‟ 

atau terlambat salah satunya, sedangkan menurut Syaikh 

Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang di maksud 

dengan riba ialah penambahan-penambahan yang 

diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada 

orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena 

pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu 

yang telah di tentukan.
98
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Dari definisi yang telah di kemukakan di atas dapat di 

simpulkan bahwa riba adalah tambahan yang terjadi dalam tukar 

menukar, dan adanya unsur mengharapkan kemanfaatan terhadap 

kegiatan tukar menukar tersebut karena pengunduran 

pembayaran atau pengembalian dari waktu yang telah ditentukan.  

2. Landasan Hukum Riba 

Landasan hukum riba disebutkan dalam al-qur‟an dan hadis, 

antaranya : 

a. Al-Qur‟an 

1) Q.S. al- Imran ayat 13 

َٓ َبٌََََٰ بَ َنَّآٌَُّ ٍَ َرََاََٰزٌِ َلَ َأَْيَُُٕاْ ََٰٕٓاكُهُٕاْ ثَ ؼَفخًََفًَبؼََظَْاَََانشِّ َيُّعَٰ َكُىََْنؼََهََّااللَََّٱرَّمَََُّٕٔب

ٌََرفَُْ َ(٠ٓ)هسُِٕ

Artinya:wahai orang-orang yang beriman! janganlah 

kamu memakan riba dengan berlipat ganda 

(riba nasi‟ah. Menurut bagian besar ulama 

bahwa riba nasi‟ah itu selamnya haram, 

walaupun tidak berlipat ganda) dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu 

beruntung.
99

 

 

2) QS. Al-baqarah ayat 276 

َكَفَّبسٍَأثٍَِىٍَ َكُمَّ َُلٌََسُِتُّ ٱللهَّ َٔ َ ذِْۗ
ذَلََٰ ٌشُۡثًَِٱنصَّ َٔ اَْ َٰٕ ثَ َُٱنشِّ سَكَُٱللهَّ ًۡ ٌَ)٥٧٢َ(َ
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Artinya:“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan 

sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang 

yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang 

dosa”.
100

 

 

3) Q.S. al-baqarah ayat  278-279 

َٓ بَبٌََََٰ َآٌُّ ٍَ َاََٰنَّزٌِ َايَُُٕاْ َْٔاللَََّرَّمُٕاْ رَسُ َٔ ََاَ ٍَ َيِ ًَ َثمَِ ََٰٕٓايَب ثَ ؤََْزىَُْكٌَََُُْْاََِانشِّ ٍََيُّ َ(٥٧٧)َيٍُِِ

ََةٍَرََُٕاَْثسَِشَْبَْٕاَْفََؼَهَُرفَََْنَّىٌَََْْبَِفََ ٍَ ََٔاللََِّيِّ َ  َِّ سَعُٕنِ َٔ ََْٔفهَكَُىََْزىَُْرجٌَََُْْاََِ لَََنكُِىَْإََطَُأيََْسُءُ

َْٕرظََْ ًُ لََرظَُْهِ َٔ َ ٌََْٕ ًُ  (٥٧٢)ٌَََهَ

Artinya: 278. Wahai orang-orang yang beriman! 

Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang 

yang beriman, 279. Jika kamu  tidak 

melaksanakannya, maka umumkanlah perang 

dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu 

bertobat, maka kamu berhak atas pokok 

hartamu. Kamu tidak berbuat zalim 

(merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).
101

 

 

4) Q.S. Al-Baqarah  ayat 275 

ٌَََٱنَّزٌَِْ َْٕأٍََْ َكُهُ ََٰٕاٌَ ثَ ََْٕانشِّ ٌَمَُ َْٕلَ َْٕيُ ٌَمَُ ب ًَ َكَ َإلَِّ ٌََ ََنَّزِيَْاوُ ٍَْاٌزَخََجَّطُُّ َنشَّ ٍَ َيِ ٍُ طَٰ

ظِّ َ ًَ ىََُْانْ نكََِثأَََِّٓ ََٕٓرَٰ بَااَِلبَنُ ًَ ََٰٕامَُيِثَْغَُجٍََْنْاَََّ ثَ َأَََََانشِّ وََجٍََْنْاََاللََُّزَمَّ زَشَّ َٔ ََٰٕاغََ ثَ ٍََْانشِّ ًَ َفَ

َْٕ ٍََْػِظخٌََخَبءَُِٓۥَيَ ثََِِّّفَََيِّ ىَفهَََََُّْبسَّ َٰٓ َََٔزَ َإنِىََيَْاََيَبَعَهفَََ ٍََْاللََِّشُُِٓ يَ ئكََِنَََْٓٔبَُػَبدََفََََٔ

تَُصَْاََ َْٔفٍََِْْىَُْسَِنَُّباسَٰ هذُِ  )٥٧٢َ(َ  ٌََٓبََخَٰ

Artinya :”orang-orang yang memakan riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan setan karena gila (orang yang 
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mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti 

orang kemasukan setan). Yang demikian itu 

karena mereka berkata bahwa jual beli itu 

sama dengan riba. padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharammkan 

riba. barang siapa mendapat peringatan dari 

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang 

diperolehnya dulu menjadi miliknya (riba yang 

udah di ambil/dipungut sebelum turun ayat ini, 

beleh tidak di kembaliakn) dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Barang siapa 

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, 

mereka kekal didalmnya”.
102

 

 

5) QS. Ar-Rum ayat  39 : 

َ يَبٓ ٌَََأَََٰ َفلََا َانَُّبطِ الِ َٕ َايَْ ًٓ َفِ اْ َٕ شَْثُ َنٍِّ ثبً َسِّ ٍْ َيِّ ٍْزىُْ يَبَٓرَ َٔ َ َاللَِّ  ُْذَ اػِ ْٕ َاََٰشْثُ ٍْ َيِّ ٍْزىُْ رَ

ٌََ ًُعْؼِفُٕ ئكََِْىَُُانْ
ٓ نََٰ ْٔ ُ خََّْاللََِّفبَ َٔ َ ٌَ ْٔ ٌْذُ ٕحٍَرشُِ  )٠٢َ(صَكَٰ

Artinya :Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu 

berikan agar harta manusia bertambah, maka 

tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan 

apa yang kamu berikan berupa zakat yang 

kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan 

Allah, maka itulah orang-orang yang melipat 

gandakan (pahalanya).
103

 

b. Hadits 

Adapun hadis-hadis yang membahas tentang riba, antaranya: 

1) Hadis Jabir r.a. 

َػََُْ َاللَُّ ًَ َسَظِ َخَبثشٍِ ٍْ َاكَِمََػَ عَهَّىَ َٔ َ ِّ ٍْ َػَهَ َصَهَّىَاللَُّ ِ َاللََّّ َسَعُٕلُ ٍَ َنؼََ َلبَلَ ُّ

َ نهِْجخَُبسيِِّ َٔ َ َيغهى( َ)سٔاِ اءٌ َٕ َع َْىُْ لبَلَ َٔ َ ِّ ٌْ ذَ ِْ َ شَب َٔ َ كَبرجَُِّ َٔ َ َكِهَُّ ْٕ يُ َٔ َ ثبَ انشِّ

ٍْفخَََ َزَذٌِثَِأثًََِخُسَ ٍْ َُِيِ ُٕ  َسَْ
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Artinya : Jabir r.a. berkata :‟Rasulullah saw. Melaknat 

pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, 

dan dua orang saksinya.‟ Beliau 

bersabda.‟mereka itu sama (dalam dosa).‟ 

Riwayat Muslim. Bukhari juga meriwayatkan 

hadis serupa dari abu Juhaifah.
104

 

 

2) Hadits abu Sa‟id al-Khudry dan Abu Hurairah r.a 

شٍَ ًْ َثزَِ َفدََبءَُِ ٍْجشََ, َخَ َػَهىَ َسَخُلًا مَ ًَ َاعِْزؼَْ عَهَّىَ َٔ َ ِّ ٍْ َػَهَ َصَهَّىَاللَُّ َاَللهِ لَ ْٕ َسَعُ ٌَّ أَ

ٍْتٍَ عَهَّىَََ,خَُِ َٔ َ ِّ ٍْ ٍْجشَََْكََزَاَ؟َفمَبَلََلَََ:فمَبَلََسَعَُٕلَُاللََِّصَهَّىَاللََُّػَهَ شَِخَ ًْ َرَ أكَُمُّ

َِ َسَعُٕلَُاللََّّ ٌَبَ ِ اَللََّّ َٔ,ٍََِ ٍْ َػَ ب َثبِنصَّ َْزََا ٍْ َيِ بعَ َانصَّ َخُزُ َنَُأَْ َثبِنثَّلَاََ,إََِّب ٍِ ٍْ بػَ انصَّ َٔ

عَهَّىََ,ثخََِ َٔ َ ِّ ٍْ َِصَهَّىَاللََُّػَهَ غََثبِنَ,لََرفَْؼَمََْ:فمَبَلََسَعَُٕلَُاللََّّ ًْ ِْىَِثغَِِاندَ سَا َاثِْزغََْ,ذَّ ثىَُّ

ٍْجبً ِْىَِخَُِ سَا  .ثبِنذَّ

Artinya :”Bahwa Rasulullah Saw. memperkerjakan 

seseorang di tanah khaibar. Kemudia ia datang 

dengan kurma Junaib. Lalu Rasulullah Saw. 

bertanya :”Apakah semua Kurma di Khaibar 

seperti ini ? ia menjawab :”Demi Allah tidak, 

wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami membeli 

satu sha‟ kurma ini (kurma yang bagus) dengan 

dua sha‟ (kurma yang jelek) dan kami membeli 

dua sha‟ kurma ini (kurma yang bagus) dengan 

tiga sha‟ (kurma yang jelek).” Maka Rasulullah 

Saw. bersabda: “Janganlah kamu berbuat 

demikian! Juallah semuanya dengan dirham. 

Setelah itu, belilah kurma junaib tadi dengan 

dirham-dirham yang ada”. 
105
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3. Macam-Macam Riba 

Menurut jumhur ulama riba terbagi kepada dua bagian 

yaitu : riba fadhal dan riba Nasi‟ah. Akan tetapi,  Syafi‟iyah 

membagi riba kepada tiga bagian yaitu : riba fadhl, riba Al-Yad, 

dan riba Nasi‟ah.
106

 

a) Riba Fadhl 

Para fuqaha menyimpulkan bahwa riba fadhl ialah 

kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara benda-

benda sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan 

perak.
107

 Dari syafi‟iyah memberikan definisi Fadhl sebagai 

berikut : 

َُُّْسِثبََانْمشَْض يِ َٔ َ ٍِ ٍْ ظَ َٕ ٌْذََأزََذَُانْؼِ ٌَضَِ ٌْ َ  سِثبََفعَْمٍَثأِ

Artinya :”Riba Fadhl yaitu adanya tambahan atas 

dua benda yang ditukarkan, termasuk 

didalamnya riba qardh (utang)”.
108

 

 

Rasulullah saw telah mengindikasikan bahwa riba 

fadhl bisa terjadi setidaknya melalui empat cara. Pertama, riba 

fadhl muncul karena adanya unsur eksploitasi dalam 

perniagaan, dimana perniagaan itu sendiri diperbolehkan. 

Kedua, menerima reward (imbalan dalam nominal tertentu) 

atas rekomendasi yang kita berikan kepada orang yang kita 
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sukai. Yang ketiga, riba fadhl juga bisa timbul dari transaksi 

barter, karena adanya kesulitan untuk mengukur nilai dari 

barang yang di pertukarkan secara tepat. Dan yang keempat, 

penyebab yang ke empat ini paling banyak mendapat 

perhatian dari para ulama fiqih, Diantaranya, jika komoditas 

sejenis dipertukarkan satu sama lainnya, maka keduanya harus 

memiliki persamaan kualitas dan kuantitas, dan dilakukan 

secara cash, dan jika komoditas yang dipertukarkan berbeda, 

baik dalam ukuran maupun kuantitasnya, maka hal itu boleh 

saja dilakukan, asal secara cash.
109

 

Adanya Pelarangan riba Fadhl dimaksudkan untuk 

memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk 

eksploitasi yang timbul melalui pertukaran yang tidak fair, 

dan menutup segala kemungkinan munculnya riba.
110

 

b) Riba Al-Yad 

Adapun pengertian riba al-yad menurut Wahbah 

Zuhaili adalah sebagai berikut : 

ٍْشَِ ٍْغَُيَغََرأََْخِ َانْجَ َٕ ُْ َٔ سِثبَانٍْذََِ ٍْشَِرِكْشَِأخََمَََٔ َغَ ٍْ بَيِ ًَ ِْ َلجَْطَِأزََذِ ْٔ َأَ ٍِ ٍْ ظَ َٕ لجَْطَِانْؼِ

ٍْشَِرمَبَثطٍَُفًَِيَدْهظَِِانْؼَمذَ َغَ ٍْ ٍْشَِيِ ؼِ رَِثبِنشَّ ًْ ُْظَِكَبنْمُ َانْدِ ًْ ٍْغَُيُخْزهَفِِ َثَ ٌَزَىَِّ ٌْ  أيََْأَ

Artinya :”riba al-yad adalah jual beli atau tukar 

menukar dengan cara mengakhirkan 

penerimaan kedua barang yang ditukarkan 

atau salah satunya tanpa menyebutkan 
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masanya. Yakni terjadinya jual beli atau tukar 

menukar dua barang yang berbeda jenis, 

seperti gandum dengan jagung (sya‟ir), tanpa 

dilakukan penyerahan di majelis akad”.
111

 

Ahmad Wardi Muslich menyimpulkan bahwa dalam 

riba al-yad jual beli atau penukaran terjadi tanpa kelebihan, 

tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum 

terjadi penyerahan barang atau harga.
112

  

“Riba al-yad dikenal dikalangan syafi‟iyah, 

sedangkan hanafiah memasukan riba al-yad  ini kedalam 

kelompok riba nasi‟ah”.
113

 

c) Riba Nasi‟ah 

Kata Nasi‟ah berasal dari kata dasar (fi‟il madhi) 

nasa‟a yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, 

atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada 

peminjam untuk membayar kembali pinjamnnya dengan 

memberikan tambahan atau nilai lebih.
114

  Adapun menurut 

Satria Efendi, riba nasi‟ah adalah tambahan pembayaran atas 

jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus 

dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa risiko 
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sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang di berikan 

kepada si peminjam. 
115

 

Dari kalangan Hanafiah memberikan definisi “riba 

nasi‟ah adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan 

barang atas utang di dalam barang yang ditakar dan ditimbang 

ketika berbeda jenisnya, atau di dalam barang yang tidak 

ditakar atau di timbang ketika jenisnya sama”.
116

 

Contoh riba nasi‟ah yaitu seseorang meminjam utang 

sebesar 1.000 junaih kepada orang lain, lalu orang yang 

berhutang tersebut mengembalikan kepadanya setelah waktu 

tertentu dengan tambahan yang telah mereka sepakati 

bersama.
117

 Mengenai hukum dari riba nasi‟ah diharamkan 

tanpa ada perbedaan pendapat (dikalangan ulama), baik 

tambahan tersebut sedikit atau banyak.
118

 

4. Hikmah Keharaman Riba 

Adapun sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba 

menimbulkan kemudaratan yang besar bagi umat manusia. 

Adapun hikmah diharamkan riba antara lain : 

a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan secara 

bathil; 
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b. Memotivasi prang muslim untuk menginvestasikan hartanya 

pada usaha-usaha yang bersih dan penipuan; 

c. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan 

kebinasaanya, karena pemakan riba adalah orang yang zhalim 

dan akibat kezhalimannya adalah kesusahan; 

d. Membuka pintu-pintu kebaikan didepan orang muslim agar ia 

mencari bekal untuk akhiratnya.
119
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BAB III  

PRAKTEK PATOHO DI DESA SANGGA KECAMATAN  

LAMBU KABUPATEN BIMA 

A. Gambaran Umum Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima 

Sejarah Desa Sangga tidak terlepas dari sejarah Desa 

Simpasai. Dengan lahirnya undang undang Nomor 22 tahun 1999 

yang mengamanatkan tentang otonomi daerah dan Desa, maka 

diberikan seluas luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus 

tentang desa, termasuk didalamnya adalah memekarkan wilayah atau 

desa. Dan Melalaui musyawarah, diputuskan bahwa desa Simpasai 

dimekarkan menjadi dua dengan alasan pemerataan pelayanan, 

pemerataan informasi, dan pemerataan pembangunan disemua 

bidang kehidupan.
 120

 

Berdasarkan dasar hukum yang ada dan hasil musyawarah 

seluruh msyarakat pada saat itu, maka yang semulanya Dusun 

Kawinda dan Dusun Sori Kuwu akan berubah statusnya menjadi 

Desa Sangga yang Definitif yaitu tepatnya pada Tanggal, 2 April 

2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 06 Tahun 

2012 maka diangkatlah Drs. Nasrullah sebagai Penjabat kepala Desa 

Sangga sampai  terpilihnya Kepala Desa Definitif yaitu Amiruddin 

H. Mahmud selaku Kepala Desa Sangga  Pertama di Desa Sanggga 

                                                           
120

Proposal Normalisasi Sungai Kali Mati Desa Sangga Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima Tahun 2016. 



 
54 
 

Kecamatan Lambu, sejak itu pula Desa Sangga menata diri dan 

memanfaatkan seluruh potensi Wilayah yang ada serta penataan 

Sestim Administrasi Pemerintahan sebagai Eksisrtensi dari sebuah 

Desa yang mendiri.
 121

 

Desa Sangga merupakan salah satu desa di Kecamatan 

Lambu yang tereletak di sebelah Timur Kabupaten Bima. Luas 

wilayah Desa 8.12 Ha yang terdiri dari dataran, 25% dan Perbukitan 

25%. Jarak tempuh dari desa ke ibu kota kecamatan adalah 6 km 

atau 20 menit, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 48 km 

atau 1,5 jam.
122

 dengan  batas-batas wilayah  : 

1. Sebelah  Utara  : Desa Naru Barat Kecamatan Sape; 

2. Sebelah  Selatan : Desa Hidirasa Kecamatan Lambu; 

3.  Sebelah  Barat :Desa Kaleo Kecamatan Lambu; 

4. Sebelah  Timur : Desa Simpasai Kecamatan Lambu.
 123

 

Sebagian luas wilayah Desa Sangga merupakan daerah 

Datar  dengan luas Sebagian luas wilayah Desa Sangga merupakan 

daerah Datar  dengan luas 271,50 ha/m2, yang terdiri dari lahan 

persawahan dengan luas 177 ha/m2, kemudian dengan luas 87,949 

ha/m2 digunakan sebagai pemukiman warga, sedangkan untuk 

tempat pemakaman Umum dengan luas 1 ha/m2, sedangkan untuk 

perkantoran dengan luas 0.10 ha/m2, dan luas prasaranan umum 
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lainnya 6,30 ha/m2. Desa Sangga memiliki jumlah penduduk 2329 

jiwa yang terdiri dari 990 orang laki – laki dan 1339 perempuan 

yang tergabung kedalam 475 KK.
124

 

Sebagian besar penduduk desa Sangga bermata pencaharian 

sebagai Petani yaitu 513, sedangkan sebagai buruh tani sebanyak 

513 orang. Disamping itu ada juga masyarakat yang bermata 

pencaharian sebagai buruh migran sebanyak 21 orang, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 orang, pengrajin industri rumah 

tangga sebanyak 394 orang yang terdiri dari perempuan, sebagai 

peternak sebanyak 64 orang, nelayan hanya 1 orang, monitor dan 

bidan swasta sebanyak 3 orang, TNI dan polri masing-masing hanya 

1 orang, dan sebagai dosen swasta sebanyak 2 orang.
125

 

 

B. Pelaksanaan dan Pelunasan pada Praktek Patoho Di Desa 

Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Transaksi muamalah dengan sistem patoho merupakan jenis 

kegiatan muamalah dalam bidang pertanian yaitu adanya perjanjian 

penyerahan barang atau pelunasan pada musim panen baik itu 

musim panen padi (biasanya menggunakan musim panen padi), 

bawang merah, jagung atau musim panen yang di sepakati pada saat 

akad. Biasanya musim panen padi di Desa Sangga terjadi sebanyak 3 

(tiga) kali dalam setahun, yang meliputi setiap bulan April, Juli dan 

                                                           
124

 Ibid. 
125

 Ibid. 



 
56 
 

bulan Desember, dan biasanya harga beras/padi pada bulan April 

lebih murah dari pada harga beras/padi pada bulan Juli dan 

Desember.
126

 Dengan begitu Ketentuan Patoho tiap tengkulak 

berbeda dan tiap tahun atau tiap  musim juga berbeda karena melihat 

keadaan harga pasar.
127

 

Patoho sebagian besar dilaksanakan dalam keadaan yang 

mendesak. Karena Patoho merupakan alternatif yang tepat dalam 

memenuhi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, petani akan 

melakukan patoho ketika mengalami kebutuhan mendesak baik itu 

untuk keperluan biaya sekolah anak, memenuhi kebtuhan sehari-

hari, biaya penggarapan sawah, biaya pengobatan atau biaya-biaya 

mendesak lainnya. Meskipun petani sadar bahwa harga barang akan 

jaug lebih mahal dalam patoho dari barang ke uang, dan harga 

barang akan lebih murah dalam patoho  dari uang ke barang.
128

  

Harga yang lebih tinggi ini membuat sebagian petani 

berpikir kemungkinan akan adanya unsur riba, namun mereka belum 

dapat memastikan dengan jelas mengenai adanya unsur riba dalam 

patoho,dan juga sebgaian petani beranggapan bahwa patoho dari 

uang ke barang sama halnya dengan membeli sesuatu yang belum 

ada wujudnya, tapi jika tidak melakukan patoho maka tidak dapat 

                                                           
126

 Hasil wawancara dengan Bu Puput uswatun, seorang petani di desa 

Sangga pada tanggal 16  Juli 2017. 
127

 Hasil Wawancara dengan Bu Zulaihah, seorang  tengkulak di dasa 

Sangga pada tanggal  19 Juli 2017. 
128

 Hasil Wawancara dengan bu Kalisom, seorang petani di desa Sangga 

pada tanggal 17 Juli 2017.  



 
57 

 
memenuhi kebutuhan mendesak tersebut. Sedangkan mendapatkan 

pinjaman di bank tentu memakan waktu yang lama, dan juga harus 

menyerahkan jaminan-jaminan seperti surat-surat berharga. Atau 

dibandingkan dengan uang pinjaman desa (masyarakat desa sangga 

menyebutya dengan istilah Uang kelompok) yang harus terdaftar 

dalam suatu kelompok tertentu dan waktu pencairan dana pun tidak 

pasti, dan tentu tidak mampu menutupi kebutuhan mendesak 

tersebut.
129

  

Perjanjian Patoho di Desa Sangga Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima tidak ada ikut campur kepala desa atau pejabat 

yang berwenang dalam transaksi patoho, jadi hanya dilaksanakan 

oleh petani (debitur) dengan kreditur saja.
130

 

Transaksi Patoho yang dilakukan oleh masyarakat desa 

Sangga ini memiliki dua jenis, yaitu Patoho dari uang ke barang dan 

patoho dari barang ke uang.
131

 Dibawah ini beberapa kasus praktek 

Patoho yang penulis peroleh dari hasil wawancara di desa Sangga 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, yaitu : 
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1. Kasus Patoho dari Uang ke Barang  

a. Kasus Patoho yang dilakukan oleh ibu Eni sebagai 

penjual/petani kepada ibu Mei selaku pembeli/tengkulak.
132

 

Bu Eni datang ke rumah bu Mei untuk menawarkan 

100kg beras yang akan di serahkan pada musim panen, 

dalam kebiasaan masyarakat bahwasannya dari musim 

tanam ke musim panen berdurasi sekitar 3 - 4 bulan atau 

lebih, dalam penentuan harga di lakukan oleh 

tengkulak/pembeli, sedangkan petani hanya bisa menerima 

tawaran harga tersebut, jika berkenan maka patoho di 

lanjutkan namun jika tidak berkenan maka patoho tidak 

dilanjutkan. 

Saat perjanjian harga pasaran 100kg beras sama 

dengan Rp. 800.000.-, karena transkasi dengan patoho maka 

bu Mei menghargai 100kg beras tersebut dengan seharga Rp. 

500.000.-, karena bu Eni butuh uang tersebut untuk 

dikirmkan ke anaknya yang kuliah, dan biasanya mendadak, 

dan juga sebagian di gunakan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, maka hal tersebut tidaklah masalah.  

Sebelum terjadinya ijab dan qabul, petani datang 

kerumah tengkulak untuk menanyakan kesediaan tengkulak 

untuk patoho dengannya :  
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Petani :Mei, wara pitimu ndi mbei kai bongi ma kento, 

100 kg ? pala sabune mbei patoho kaimu bongi 

100 kg ? (mei, apakah kamu memilki uang 

untuk saya serahkan beras 100 kg pada musim 

panen nanti ? tapi berapa harga yang akan kamu 

kasih untuk 100kg beras pada musim panen 

nanti?) 

Tengkulak :“Rp. 500.000.- ta (Rp. 500.000.-)” 

Ijab Petani:“edeni mbeipu patoho 100 kg“ (kalau gitu kasih 

saya uang untuk 100kg beras tersebut). 

Qabul tengkulak : iyo. (iya). 

Ketika musim panen ternyata bu Eni mengalami 

gagal panen, sehingga tidak dapat memberikan beras yang di 

janjikan kepada bu Mei. Secara umum yang terjadi ditengah 

masyarakat, jika terjadi gagal panen dan petani tidak dapat 

menghadirkan objek akad pada saat jatuh tempo, maka 

petani boleh menyerahkan barang tersebut pada musim 

panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari tengkulak, 

atau petani dapat menggantinya dengan menggunakan uang 

dan tentu nominal uang disini tidak berpatokan pada jumlah 

uang yang di terima pada saat akad, melainkan berpatokan 

pada harga barang saat pelunasan.  

Bu Eni mengganti barang yang di janjikan tersebut 

dengan menggunakan uang. Meski pada saat akad uang yang 

di terima oleh bu Eni sebanyak Rp. 500.000.- untuk 100kg 

beras, Bu Eni tetap mengganti barang yang dijanjikan 

tersebut dengan menggunakan uang sebesar Rp. 700.000.- 

kepada bu Mei, dikarenakan harga pasaran 100kg beras pada 
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saat jatuh tempo adalah Rp. 700.000.-. dengan kata lain bu 

Mei mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 200.000.- dari 

praktek Patoho dengan bu Eni. 

b. Kasus Patoho yang dilakukan oleh bu Kalisom sebagai 

penjual/petani dengan bu Mida selaku pembeli/tengkulak.
 133

 

Bu Kalisom datang kerumah bu Mida untuk 

menawarkan 100kg beras yang akan disediakan pada musim 

panen, jika bu Mida berkenan maka terjadi kesepakatan 

harga, meskipun penentuan harga dari bu Mida, sedangkan 

petani hanya menyetujui atau tidak. Oleh bu Mida 100kg 

beras tersebut di hargai dengan harga Rp. 550.000.- dengan 

kata lain, bu Mida membeli beras 100kg dengan harga Rp. 

550.000.- yang mana beras tersebut akan diserahkkan oleh 

bu Kalisom pada musim panen. Meskipun bu Kalisom sadar  

bahwa pada musim panen nanti harga 100kg beras lebih 

mahal dari uang yang diterimanya saat akad, namun bu 

Kalisom tetap melakukan Patoho karena adanya kebutuhan 

mendesak untuk biaya kuliah anak.  

Sebelum terjadinya ijab dan qabul, petani datang 

kerumah tengkulak untuk menanyakan kesediaan tengkulak 

untuk patoho dengannya :  

Petani :Mida, wara pitimu ndi mbei kai bongi 

ma kento, 100 kg ? pala sabune mbei 
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patoho kaimu bongi 100 kg ? (mida, 

apakah kamu memilki uang untuk saya 

serahkan beras 100kg pada musim 

panen nanti ? tapi berapa harga yang 

akan kamu kasih untuk 100kg beras 

pada musim panen nanti?) 

Tengkulak :“Rp. 550.000.- ta (Rp. 550.000.-)” 

Ijab Petani:“edeni mbeipu patoho 100 kg“ (kalau 

gitu kasih saya uang untuk 100kg beras 

tersebut). 

Qabul tengkulak : iyo. (iya). 

Ketika musim panen tiba, bu Kalisom langsung 

menyerahkan 100kg beras kepada bu Mida. Meskipun harga 

beras saat itu Rp. 700.000.-, karena udah kesepakatan 

sebelumnya bahwa apapun yang terjadi baik itu harga beras 

naik atau turun, bu Kalisom tetap menyerahkan 100kg beras 

kepada bu Mida. Dengan kata lain, bu Mida mendapat 

keuntungan sebesar Rp. 150.000.- dari pelaksanaan patoho 

dari uang ke barang ini.  

2. Kasus Patoho dari Barang ke Uang 

a. Kasus Patoho yang dilakukan oleh bu Fatimah sebagai 

pembeli/petani dengan bu Zulaihah sebagai 

penjual/tengkulak.
 134
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Bu Fatimah membeli 200kg beras kepada bu 

Zulaihah dengan cara Patoho. Pada waktu pelaksanaan 

Patoho, harga 100kg beras adalah Rp. 800.000.-, karena bu 

Fatimah membeli dengan cara patoho pada bu Zulaihah, 

oleh bu Zulaihah beras 100kg tersebut dijual seharga Rp. 

1000.000/100Kg, jika 200kg beras maka seharga Rp. 

2000.000.-, dengan kata lain, jika bu Fatimah membeli 

200kg beras sama dengan mengutang uang sebesar Rp. 

2000.000, maka pada pelunasan nanti ia harus membayarnya 

dengan uang sebesar Rp. 2000.000.-. 

Sebelum melakukan patoho bu Fatimah ke rumah bu 

Zulaihah dan bertanya untuk memastikan bahwa bu Zulaihah 

bersedia melakukan patoho dengannya, serta untuk 

menyepakati berapa harga yang akan di bayar pada musim 

panen nanti, jika bu Fatimah membeli 200 kg beras dengan 

cara Patoho, biasanya harga yang di berikan jauh lebih 

mahal dari harga aslinya. Setelah mendapatkan kesepakatan 

(seperti yang di jelaskan di atas), maka akan terjadi ijab dan 

qabul antara kreditur dengan debitur. 

Ijab dari bu Fatimah : iyo, nggara ndede si nahu 

ne’e Patoho ulu bonggi nggomi 200kg ndi 

cola kai Rp. 2000.000.- de’e  losa gora” 

(iya, kalau gitu kamu beri saya 200kg 

beras, yang akan saya bayar dengan uang 

Rp.2000.000.- pada musim panen nanti). 

Qabul dari bu Zulaihah :”iyo” (iya). 
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Ketika musim panen tiba, ternyata harga 100kg 

beras sama dengan Rp.700.000.-, meskipun demikian, bu 

Fatimah tetap membayar utangnya sebanyak Rp. 2000.000.-, 

dengan kata lain bu fatimah harus menjual beras sebanyak 

286kg untuk mendapatkan uang Rp. 2000.000.- yang akan di 

gunakan buat bayar utang kepada bu Zulaihah. 

b. Kasus Patoho yang dilakukan oleh bu Hadijah sebagai 

pembeli/petani dengan Bu Rahmah sebagai 

penjual/tengkulak.
135

 

Bu Hadijah membeli 200kg beras kepada bu 

Rahmah dengan cara patoho. Pada waktu pelaksanaan 

Patoho, harga 100kg beras adalah Rp. 800.000.-, karena bu 

Hadijah membeli dengan cara patoho pada bu Rahmah, oleh 

bu Rahmah 100kg beras tersebut dijual seharga Rp. 900.000, 

jika 200kg beras maka seharga Rp. 1.800.000.-, dengan kata 

lain, jika bu Hadijah membeli 200kg beras sama dengan 

mengutang uang sebesar Rp. 1.800.000, maka pada 

pelunasan nanti ia harus membayarnya dengan uang sebesar 

Rp. 1.800.000.  

Sebelum melakukan patoho bu Hadijah ke rumah bu 

Rahmah dan bertanya untuk memastikan bahwa bu Rahmah 

bersedia melakukan patoho dengannya, serta untuk 
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menyepakati berapa uang yang akan di bayar pada musim 

panen nanti, jika ia membeli 200kg beras dengan 

pembayaran yang di tangguhkan (biasanya harga yang di 

berikan jauh lebih mahal dari harga aslinya). Setelah 

mendapatkan kesepakatn (seperti yang di jelaskan di atas), 

maka akan terjadi ijab dan qabul antara kreditur dengan 

debitur. 

Ijab dari bu Hadijah : iyo, nggara ndede si nahu ne’e 

Patoho ulu bonggi nggomi 200kg ndi cola 

de’e losa  gora” (iya, kalau gitu kamu beri 

saya 200kg beras, yang nanti akan saya 

bayar pada musim panen). 

Qabul dari bu Rahmah :”iyo” (iya). 

Ketika musim panen tiba, bu Hadijah tidak ada 

kabar, sehingga bu Rahma datang kerumahnya buat menagih 

utang bu Hadijah, ternyata hasil panennya belum cukup 

untuk melunasi utang ke bu Rahmah, karena hasil panen 

tersebut di gunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya, 

sehingga bu Hadijah berjanji akan membayar utangnya pada 

musim panen bawang merah, karena keadaan bu Hadijah 

saat itu memang tidak memungkinkan untuk bayar utang 

maka bu Rahmah pun dapat memakluminya, dan bersabar 

sampe musim panen bawang tiba. Setelah musim bawang 

merah bu Hadijah melunasi utangnya Rp. 1.800.000.- 
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tersebut ke bu Rahmah tanpa ada tambahan bunga terhadap 

utang tersebut karena lewatnya jatuh tempo. 

Pelaksanaan perjanjian Patoho ini timbul karena 

keadaan mendesak dari masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhannya, baik itu untuk keperluan sehari-hari, biaya 

sekolah anak, penggarapan sawah, pengobatan atau biaya-

biaya mendesak lainnya. Sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan mendesak tersebut cara yang paling mudah dan 

cepat yaitu dengan cara Patoho.
136

 

Alur perjanjian Patoho antara petani dengan 

tengkulak, sebagaimana di jelaskan oleh bu Mei selaku 

tengkulak: 

1. Awal mulanya petani yang ingin melakukan Patoho 

mendatangi rumah tengkulak untuk minta tolong, untuk 

mendapatkan uang kontan terhadap barang yang akan di 

serahkan pada musim panen atau membeli barang 

(pertanian) dengan pembayaran yang di tangguhkan 

sampe musim panen, untuk memenuhi kebutuhan yang 

mendesak, baik itu untuk keperluan biaya sekolah anak, 

biaya penggarapan sawah, biaya pengobatan atau biaya-

biaya mendesak lainnya; 

                                                           
136

 Wawancara dengan Puput Uswatun,seorang petani  di desa Sangga 

pada tanggal 16 Juli 2017. 
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2. Debitur menawarkan berapa banyak barang (pertanian) 

yang akan di serahkannya pada musim panen nanti atau 

berapa nomial uang yang akan di lunasi pada musim 

panen nanti. Yang kemudian tengkulak akan 

memperkirakan berapa banyak uang atau barang yang 

dapat diserahkan oleh petani pada musim panen; 

3. Setelah tengkulak memperkirakan berapa banyak uang 

atau barang yang dapat diserahkan kepada petani, maka 

tengkulakr memberitahukan kepada petani nominal uang 

atau barang tersebut. Apabila petani setuju dengan 

nominal uang atau barang yang di tawarkan oleh 

tengkulak, maka perjanjian Patoho dapat di lanjutkan, 

dan apabila petani merasa keberatan dengan nominal 

uang atau barang yang di tawarkan oleh tengkulak 

tersebut maka perjanjian tidak di lanjutkan, dengan kata 

lain petani akan mencari tengkulak lain; 

4. Apabila petani telah setuju dengan nominal uang atau 

barang yang di tawarkan oleh tengkulak tersebut, maka 

selanjutnya ijab qabul dan penyerahan uang atau barang 

oleh tengkulak kepada debitur.
137
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5. Pada musim panen petani menyerahkan sejumlah barang 

atau uang yang di janjikan di awal akad kepada 

tengkulak. 

Jadi, akad yang dijalani dalam perjanjian Patoho ini 

yaitu suatu keadaan yang mengharuskan pembayaran 

maupun penyediaan barang dengan cara ditangguhkan 

sampai pada musim panen. Ada keunikan dari kegiatan 

patoho ini, yaitu persyaratan yang tidak di ucapkan secara 

langsung pada saat transaksi, akan tetapi hal seperti ini 

sudah lumrah dan diketahui serta di terima secara umum di 

tengah masyarakat ketika jatuh tempo dalam keadaan gagal 

panen, dan menjadi khas dari patoho ini yaitu pelunasan 

patoho dari uang ke barang, pada saat gagal panen dan 

petani tidak dapat menghadirkan objek akad pada saat jatuh 

tempo, maka petani boleh menyerahkan barang tersebut 

pada musim panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari 

tengkulak, atau petani dapat menggantinya dengan 

menggunakan uang dan tentu nominal uang disini tidak 

berpatokan pada jumlah uang yang di terima pada tempo 

hari, melainkan berpatokan pada harga barang saat 

pelunasan. 

Sebagaimana salah satu contoh kasus patoho pada 

bab III, yaitu patoho dari uang ke barang yang di lakukan 

oleh bu Eni dengan bu Mei, bu Eni menawarkan 100 kg 
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beras yang akan di serahkan pada musim panen nanti kepada 

bu Mei, dan untuk 100kg beras tersebut bu Mei 

menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- berdasarkan hasil 

kesepakatan bersama. ketika bu Eni mengalami gagal panen, 

sehingga tidak dapat memberikan beras pada tempo yang di 

janjikan kepada bu Mei. Maka bu Eni mengganti barang 

yang di janjikan tersebut dengan menggunakan uang. Meski 

pada saat akad uang yang di terima oleh bu Eni sebanyak 

Rp. 500.000.- untuk 100kg beras, Bu Eni tetap mengganti 

barang yang dijanjikan tersebut dengan menggunakan uang 

sebesar Rp. 700.000.- kepada bu Mei, dikarenakan harga 

pasaran 100kg beras pada saat jatuh tempo adalah Rp. 

700.000.-. dengan kata lain bu Mei mendapat keuntungan 

uang sebesar Rp. 200.000.- dari praktek Patoho dengan bu 

Eni. 

Kedua patoho dari barang ke uang, pada saat gagal 

panen, petani boleh melunasi utangnya tersebut pada musim 

panen selanjutnya sesuai dengan nominal uang yang 

disepakati di awal, dan tanpa ada penambahan bunga dari 

tengkulak.  
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C. Akibat yang Ditimbulkan dengan Adanya Sistem Patoho 

a) Bagi Petani/Debitur 

Dengan adanya sistem Patoho memudahkan petani 

mendapatkan pinjaman dengan cepat dan mudah, meskipun 

petani sadar bahwa praktek Patoho ini dapat merugikan mereka, 

karena adanya tambahan atau kenaikan nominal pelunasan di 

awal akad. Namun karena keterpaksaan adanya kebutuhan 

mendesak, dan kurangnya dana untuk penggarapan sawah dan 

lain-lain, membuat mereka memilih Patoho.
138

 Dan apabila 

petani tidak bisa melunasi utangnya dalam jangka waktu yang 

panjang, terkadang akan membuat tengkulak geram (marah) 

padanya, sehingga tengkulak tidak ingin membantu (memberikan 

utang lagi) kepadanya di lain waktu, dan terkadang akan merusak 

hubungan antara tegkulak dengan petani. 

b) Bagi Tengkulak 

Tengkulak dapat menolong atau membantu petani yang 

mengalami kesusahan.
139

Dengan menggunakan sistem Patoho, 

tengkulak mendapatkan keuntungan dari uang atau barang yang 

di ambil oleh petani.
140

 Disini tengkulak tidak pernah mengalami 

kerugian. Namun terkadang tengkulak harus sabar ketika 

mendapatkan petani yang susah dalam pelunasan/pembayaran 
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dan terkadang suka berbohong, yang kadang berakibat 

mengurangnya modal usaha tengkulak.
141

 Terhadap petani yang 

susah dalam membayar utang dan suka berbohong membuat 

tengkulak geram (marah) padanya, sehingga tengkulak tidak 

ingin membantu atau memberikan Patoho lagi kepada petani 

tersebut di lain waktu, karenanya terkadang dapat merusak 

hubungan antara petani  dan tengkulak.
142
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BAB IV 

FAKTOR DAN STATUS HUKUM TERHADAP PRAKTEK 

PATOHO DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU 

KABUPATEN BIMA  DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH 

A. Faktor-Faktor Masyarakat Melakukan Transaksi dengan 

Sistem Patoho 

Praktek patoho yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ini telah ada sejak lama 

dan sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian besar 

masyarakat. Penghasilan petani yang hanya bisa diperoleh pada 

musim panen, menyebabkan petani melakukan patoho jika dalam 

keadaan yang mendesak.
143

 

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa 

Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, adapun beberapa faktor 

yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi dengan cara 

Patoho, antaranya yaitu : 

1. Faktor yang melatarbelakangi Para Petani Melakukan 

Patoho yaitu : 

a. Terdesak Kebutuhan sehari-hari 

Mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani tentu 

memiliki pendapatan yang tidak tentu, hanya bisa menikmati 

hasilnya pada musim panen, sedangkan jarak waktu tanam 
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dengan panen sekitar tiga sampai empat bulan, untuk mengisi 

kekosongan penghasilan selama tiga sampai empat bulan 

tersebut maka dibutuhkan cara cepat dan mudah dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memenuhi 

kebutuhan makan, maka cara yang paling efektif yaitu dengan 

cara Patoho. 

b. Terdesak kebutuhan pertanian 

Setelah petani menanam padinya atau pertanian 

lainnya, maka dibutuhkan biaya untuk merawat tanaman 

tersebut sampai musim panen tiba. Terjadinya kerusakan 

terhadap tanaman yang disebabkan oleh hama tanaman, 

sehingga petani harus membeli obat pembasmi hama, 

penyerangan penyakit tanaman ini tidaklah tentu waktunya, 

sehingga bisa di terjadi kapan saja, oleh sebab itu untuk 

membeli obat pembasmi hama serta biaya buruh tani untuk 

membersihakn rumput yang tumbuh di sekitar tanaman juga 

dibutuhkan. Untuk mendapatkan uang dengan cepat maka 

dengan cara patoho menjadi hal yang lumrah dilakukan, 

karena mendapatkan uang/dana dengan cara patoho  lebih 

gampang (jika mendapat kepercayaan dari tengkulak/kreditur) 

dari pada melakukan pinjaman di bank atau pinjaman uang 

kelompok. 
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c. Biaya sekolah anak 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 

mendorong mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka, 

meskipun mereka hanya mengandalkan uang dari hasil 

bercocok tanam. Adanya kebutuhan anak selama sekolah atau 

menuntut ilmu (rantauan) juga harus di penuhi kapanpun anak 

mereka minta. Untuk mendapatkan uang yang akan dikirim, 

mereka biasanya akan melakukan Patoho baik itu patoho dari 

uang ke barang maupun dari barang ke uang, asalkan mereka 

mendapatkan uang. 

d. Biaya pengobatan atau biaya mendesak lainnya. 

Jika salah satu dari keluarga ada yang sakit, maka bagi 

yang sehat akan berusaha mengobati yang sakit tersebut 

dengan berbagai cara, salah satu caranya dengan berobat ke 

rumah sakit. Berobat di rumah sakit tentu membutuhkan 

biaya, baik itu biaya pengobatan maupun biaya transportasi, 

serta biaya makan selama menjaga di rumah sakit. Jika 

sakitnya dalam keadaan keuangan yang baik tidak menjadi 

masalah, namun jika sakitnya dalam keadaan tidak memiliki 

keuangan yang cukup tentu ini akan menjadi masalah, untuk 

menutupi hal tersebut maka patoho menjadi jalan keluar untuk 

mendaptkan uang/dana yang cepat. 
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e. Keterpaksaan  

Dengan adanya sistem Patoho memudahkan petani 

mendapatkan uang atau dana dengan cepat dan mudah, 

meskipun petani sadar bahwa praktek Patoho ini dapat 

merugikan mereka, karena jika mereka melakukan patoho dari 

uang ke barang maka harga barang lebih rendah dari harga 

pasaran karena barang tersebut di serahkan secara tertangguh 

di waktu yang di tentukan, dan jika mereka melakukan patoho 

dari barang ke uang, maka harga barang akan di naikan, 

karena barang tersebut di bayar dengan cara tertangguh pada 

waktu yang di sepakati. Namun karena keterpaksaan adanya 

kebutuhan mendesak, dan kurangnya dana untuk penggarapan 

sawah, biaya pengobatan, biaya kulih atau sekolah dan lain-

lain, membuat mereka memilih Patoho.
144

 Jika tidak 

melakukan patoho maka tidak akan keluar dari masalah yang 

di hadapi dan akan semakin memperburuk keadaan. 

2. Faktor yang melatarbelakangi Para Tengkulak 

Memberikan Patoho yaitu : 

a. Keinginan menolong 

Membantu orang lain yang mengalami kesusahan 

menjadi salah satu faktor terjadinya patoho. Dengan adanya 

patoho dapat menolong petani dalam memenuhi 

kebutuhannya yang mendesak, dengan adanya patoho ini 
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akan mempermudah petani mendapatkan pinjaman untuk 

merawat pertaniannya maupun memenuhi kebutuhannya. 

Hal ini terbukti dengan kenyataan dilapangan bahwa para 

petani yang lebih sering mendatangi rumah tengkulak 

dengan maksud menawarkan pembelian dengan cara patoho. 

b. Adanya keuntungan 

Dalam praktek patoho ini selain adanya rasa ingin 

menolong petani, tengkulak juga mendapatkan keuntungan 

dari transaksi patoho.
145

 Karena patoho dari uang ke barang  

harga barang lebih rendah dari harga pasaran karena barang 

tersebut akan di serahkan oleh petani secara tertangguh di 

waktu yang telah ditentukan, dan jika mereka melakukan 

patoho dari barang ke uang, harga barang akan di naikan, 

karena barang tersebut akan di bayar oleh petani dengan cara 

ditangguhkan pada waktu yang di sepakati. Disini tengkulak 

juga tidak pernah mengalami kerugian. Namun terkadang 

tengkulak harus sabar ketika mendapatkan petani yang susah 

dalam membayar utang dan terkadang suka berbohong, yang 

berakibat mengurangnya modal usaha tengkulak.
146
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B. Status Hukum Praktek Patoho di Desa Sangga Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima  dalam Hukum Ekonomi Syariah 

Patoho merupakan transaksi jual beli dalam bidang 

pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamata 

Lambu Kabupaten Bima dengan pembayaran secara tertangguh pada 

waktu yang telah ditentukan yaitu pada musim panen dan dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan mendesak..
 147

  

Patoho yang dikenal ditengah masyarakat Sangga ada dua 

macam yaitu Patoho dari uang ke barang, dan dari barang ke uang. 

Adapun analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek patoho 

baik itu patoho dari uang ke barang maupun patoho dari barang ke 

uang, sebagai berikut: 

Jual beli menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, 

bahwasannya jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta 

pula dalam bentuk pemindahan hak kepemilikan.
148

 Maka jual beli 

ini akan berakibat pada pemindahan hak kepemilikan, jual beli 

sendiri dalam islam di perbolehkan (dihalalkan), sebagaimana 

Firman Allah dalam potongan ayat Qs. al-Baqarah ayat 275 : 

هَّٱَّوَأحََم َّ مَََّّعََّبيَ َّن َّٱَّللّ  بىَ َّٱَّوَحَر  َّنرِّ
 "......"ا  

Artinya : “... Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharammkan riba...”.
149
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As-Salam secara terminologis adalah transaksi dengan harga 

yang di berikan secara kontan di tempat transaksi yang kemudian 

barang/objek salamnya akan di serahkan secara tertangguh dalam 

suatu tempo, dimana barang/objek tersebut telah di ketahui dengan 

jelas ciri-ciri dan sifatnya dengan jelas.
150

 Sedangkan Ba’i Ajal atau 

jual beli kredit yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan 

penyerahannya barang-barang yang di jual sedangkan 

pembayarannya dilakukan secara tertangguh.
151

  

Untuk mengetahui status hukum patoho telah sesuai dengan 

syariah atau tidak, maka yang harus di perhatikan yaitu syarat dan 

rukun patoho yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima harus memenuhi syarat dan 

rukunnya jual beli as-Salam untuk Patoho dari uang ke barang, dan 

Ba’i Ajal (jual beli kredit) pada Patoho dari barang ke uang, karena 

apabila terdapat salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi akan 

menyebabkan transaksi tersebut batal. 

1. Rukun Patoho dengan Sistem akad jual beli. 

Rukun Jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk 

mewujudkan hukum jual beli.
152

 Menurut Jumhur Ulama Rukun 

jual beli ada empat  macam yaitu : 
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1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli; 

2) Objek Transaksi, yaitu harga dan barang; 

3) Akad  (transaksi) yaitu ijab atau qabul; 

4) Ada nilai tukar pengganti barang.
153

 

Mengenai Rukun terhadap praktek Patoho yang 

dilakukan masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima, jika dilihat dengan Sistem akad jual beli, baik 

itu Akad as-Salam maupun Ba’i Ajal atau jual beli kredit di 

dapat di jelaskan sebagai berikut: 

a. Ada pelaku transaksi yaitu orang yang berakad (penjual 

dan pembeli). 

Penjual dan pembeli dalam patoho di Desa Sangga 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selaku penjual adalah 

petani sedangkan selaku pembeli yaitu tengkulak, penjual 

dan pembeli melakukan patoho tanpa adanya paksaan dari 

siapapun. Hal ini telah sesuai dengan aturan Hukum 

Ekonomi Syariah. 

b. Ada Objek Transaksi yang di perjual belikan. 

Praktek patoho yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, objek 

yang digunakan oleh masyarakat Sangga jelas yaitu salah 

satu hasil pertanian yang di sepakati sebagai objek 

transaksi, misalnya dengan menyebutkan dengan jelas 
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beras, atau padi, atau bawang merah. Yang sudah 

ditegaskan di awal akad mengenai  harga dan jumlah 

(berat) barang yang di jadikan objek. Hal ini berarti sudah 

sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. 

c. Adanya Shighat atau lafal ijab dan qabul antara penjual 

dan pembeli. 

Ijab dan qabul yaitu segala tindakan yang 

dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka 

sedang bertransaksi, baik itu dalam bentuk ucapan maupun 

perbuatan suka sama suka.
154

 Pada prinsipnya makna akad 

yaitu adanya kesepakatan, yaitu kesepakatan antara penjual 

dan pembeli. Seperti halnya yang terjadi dalam praktek 

patoho yaitu adanya kesepakatan antara tengkulak dengan 

petani. Yang mana Pihak pertama menyatakan kehendak 

disebut Ijab dan pihak kedua yang menanggapi tanggapan 

pihak pertama atau jawaban terhadap pihak pertama 

disebut qabul.  

d. Ada nilai tukar pengganti barang. 

Ada nilai tukar pengganti barang dalam Patoho di 

Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu 

menggunakan uang baik secara tunai maupun secara kredit. 

Hal ini juga telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. 
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Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa ketentuan 

Rukun jual beli pada patoho di desa Sangga Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima telah terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Rukun jual beli pada patoho dengan menggunakan akad 

jual beli yaitu baik menggunakan akad as-Salam maupun 

menggunakan akad ba’i ajal (jual beli kredit) di desa Sangga 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tersebut telah sesuai 

dengan ketentuan Syari’ah. 

2. Syarat-syarat Patoho dengan Sistem akad jual beli. 

Ketentuan adanya rukun dalam suatu akad atau 

transaksi tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syari’ah. 

Sebagaimana yang telah di tentukan bahwasannya suatu akad 

harus memenuhi rukun dan syaratnya, jika ada satu atau dua 

rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akan menyebabkan akad 

tersebut batal. Adapun analisis Syarat jual beli pada patoho 

dengan menggunakan akad as-Salam maupun akad Ba’i Ajal 

(Jual Beli Kredit) di desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima dapat di jelaskan sebagai berikut : 

a. Syarat pelaku transaksi yaitu orang yang berakad (penjual 

dan pembeli). 

Adapun syarat menjadi pelaku transaksi yaitu 

haruslah orang yang telah akil baligh, merdeka, berakal 

serta dewasa dalam pemikirannya, serta adanya rasa saling 
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ridha antara penjual dan pembeli. Pada pelaksanaan patoho 

di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima hanya 

dilakukan orang-orang dewasa. Dalam hal ini peneliti 

yakin bahwa orang tersebut telah akil baligh, merdeka, 

berakal serta dewasa dalam pemikirannya, bukan anak 

kecil maupun orang gila. Serta ketika melakukan patoho 

adanya kerelaan antara dua pihak, dengan di buktikan 

adanya pilihan dari tengkulak kepada petani untuk 

melanjutkan patoho atau tidak. Dapat di simpullkan bahwa 

para pelaku transaksi patoho telah memenuhi syarat 

sebagai pelaku transaksi atau sebagai orang yang berakad. 

b. Syarat-syarat Objek Transaksi atau Objek yang 

diperjualbelikan. 

Syarat-syarat Objek Transaksi atau Objek yang 

diperjualbelikan yaitu Barang yang diperjualbelikan harus 

merupakan sesuatu yang di perbolehkan oleh agama untuk 

dijual, bersih, bisa di ketahui pembeli meskipun hanya di 

sebutkan ciri-cirinya dan bisa diserahkkan kepada 

pembeli.
155

 Barang tersebut merupakan milik penjual atau 

orang yang menggantikan kedudukannya yaitu walinya.
 156

 

Harga barang harus jelas saat transaksi.
157

 Serta Barang 
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tersebut bermanfaat dan dapat di manfaatkan oleh 

manusia.
158

 

Pada praktek patoho yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima, bahwa objek yang di gunakan yaitu jelas merupakan 

salah satu hasil pertanian yang di sepakati sebagai objek 

transaksi, misalnya dengan menyebutkan dengan jelas 

beras, atau padi, atau bawang merah. Objek yang di 

gunakan suci (bersih) serta diketahui oleh pembeli bahwa 

jenis beras tersebut beras standar bukan beras ketan, atau 

sebaliknya, beras tersebut merupakan jenis barang yang 

dapat diserahterimakan, beras tersebut merupakan milik 

sendiri. 

Mengenai penentuan harga dapat dilihat 

sebagaimana salah satu contoh kasus patoho pada bab III, 

yaitu patoho dari uang ke barang yang di lakukan oleh bu 

Eni dengan bu Mei, bu Eni menawarkan 100 kg beras yang 

akan di serahkan pada musim panen nanti kepada bu Mei, 

dan untuk 100kg beras tersebut bu Mei menyerahkan uang 

sebesar Rp. 600.000.- berdasarkan hasil kesepakatan 

bersama, jika hasil panennya melimpah maka bu Eni 

langsung menyerahkan beras tersebut 100kg meskipun 

harga beras 100kg pada saat itu Rp. 700.000.-, dalam hal 
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ini harga dan barang telah di tentukan dan disepakati 

bersama di awal dengan jelas. Serta barang yang di jadikan 

objek tersebut bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. 

Dapat di simpullkan bahwa Objek Transaksi atau 

objek barang yang diperjualbelikan pada praktek patoho 

dari uang ke barang di Desa Sangga Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima telah memenuhi syarat-syarat Objek 

Transaksi atau Objek yang diperjualbelikan dalam hukum 

ekonomi syariah. 

c. Syarat-syarat mengenai ijab dan qabul. 

Lafal ijab dan qabul antara petani dengan 

tengkulak dalam patoho dari Uang ke Barang yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima dinyatakan secara lisan, dengan 

menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat di mengerti 

oleh pihak penjual dan pembeli. Ijab disyaratkan harus 

jelas maksudnya dan isinya harus tegas, sedangka qabul 

disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar 

atau diketahui oleh pihak lain. 
159

 

Pernyataan ijab dinyatakan oleh petani sedangkan 

qabul dari tengkulak, sebagaimana salah satu lafal ijab 

yang terdapat pada bab III yaitu antara Bu mei dengan Bu 

Eni, sebelum terjadinya ijab dan qabul, petani datang 
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kerumah tengkulak untuk menanyakan kesediaan 

tengkulak untuk patoho dari uang ke barang dengannya :  

Petani : Mei, wara pitimu ndi mbei kai bongi ma 

kento, 100 kg ? pala sabune mbei patoho 

kaimu bongi 100 kg ? (mei, apakah kamu 

punya uang, yang nantinya akan saya 

serahkan 100kg beras pada musim panen 

nanti ? tapi berapa harga yang akan kamu 

kasih untuk 100kg beras pada musim 

panen nanti?) 

Tengkulak : “Rp. 600.000.- ta (Rp. 600.000.-)” 

Ijab Petani: “edeni mbeipu patoho 100 kg“ (kalau 

gitu kasih saya uang untuk 100kg beras 

tersebut). 

Qabul tengkulak : iyo. (iya). 

 

Ijab qabul tersebut dibenarkan dalam Hukum 

Ekonomi Syariah. Karena ijab dan qabul adalah segala 

tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang 

menunjukkan mereka sedang bertransaksi, baik itu dalam 

bentuk ucapan maupun perbuatan suka sama suka.
160

 

d. Syarat nilai tukar pengganti barang 

 Sebagaimana yang di kutip oleh M. Ali Hasan 

mengenai syarat as-tsaman yang dikemukakan oleh ulama 

fikih, sebagai berikut :  
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1. harga yang di sepakati jelas; 

2. Dapat di serahkan pada waktu akad (transaksi) dan 

apabila barang di bayar kemudian (berutang) maka 

waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
161

 

Jika dilihat dari praktek patoho: 

1. Harga yang di sepakati jelas; 

Yaitu dalam praktek patoho bahwasannya 

harga barang di sepakati dengan jelas, meskipun yang 

menentukan harga dari pihak tengkulak namun 

berdasarkan kesepakatan dengan petani yang di 

buktikan dengan berlangsungnya patoho, jika petani 

tidak menyetujuinya atau tidak ridha dengan harga 

yang di tawarkan tengkulak, maka petani boleh tidak 

melanjutkan patoho. 

2. Dapat di serahkan pada waktu akad (transaksi) dan 

apabila barang di bayar kemudian (berutang) maka 

waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.  

Pada praktek patoho barang atau uang dapat 

diserahkan pada akad berlangsung, yang kemudian 

batas tempo yang biasa di pake dalam patoho yaitu 

pada musim panen, berdasarkan kebiasaan masyarakat 

bahwa yang dimaksud musim panen disini yaitu 

musim panen terdekat. Jika petani telah panen padi 
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maka petani akan kerumah tengkulak untuk 

menyerahkan barang atau uang.  

Dilihat dari uraian diatas bahwa syarat-syarat nilai tukar 

pengganti barang dalam Patoho di Desa Sangga Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima telah terpenuhi, dan telah sesuai 

dengan Hukum Ekonomi Syariah. 

3. Syarat-syarat Tambahan akad as-Salam serta akad ba’i ajal 

(jual beli kredit) terhadap praktek patoho di Desa Sangga 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

a. Syarat tambahan pada akad As-Salam. 

Dalam salam berlaku semua syarat dan rukun jual beli 

dan syarat-syarat tambahannya sebagaimana pendapat imam 

Malik, Asy-Syafi’y dan Ahmad bahwasannya penjualan 

dengan sistem salam hukumnya sah apabila memenuhi enam 

syarat yaitu jenis di ketahui, sifatnya diketahui, kadarnya 

diketahui, tempo yang di ketahui, harga yang di ketahui, dan 

objek jual beli (harga) diserahkan di kala itu juga.
162

  

Sebagaimana salah satu contoh kasus patoho pada bab 

III, yaitu patoho yang di lakukan oleh bu Eni dengan bu Mei, 

bu Eni menawarkan 100 kg beras yang akan di serahkan pada 

musim panen nanti kepada bu Mei, dan untuk 100kg beras 

tersebut bu Mei menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- 
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berdasarkan hasil kesepakatan bersama sebagai harga dari 

beras yang di tawarkan tersebut, ketika  musim panen bu Eni 

akan menyerahkan beras tersebut 100kg meskipun harga beras 

100kg pada saat itu lebih dari Rp.500.000.-, 

Dari kasus di atas dapat kita ketahui bahwa jenis 

barang yang di janjikan diketahui yaitu berupa beras, 

kemudian sifat beras tersebut disepakati berdasarkan 

kebiasaan yaitu beras standar bukan beras ketan, serta 

kadarnya diketahui yaitu beras 100kg, dalam harga yang 

diketahui yaitu sebesar Rp.500.000.- untuk beras 100kg 

tersebut, dan uang (harga) tersebut diserahkan oleh tengkulak 

pada petani jika tengkulak dan petani sepakat melanjutkan 

untuk melakukan patoho. Sedangkan tempo dari kegiatan 

patoho yaitu sampai musim panen, berdasarkan kebiasaan 

masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima  

bahwa yang dimaksud musim panen disini yaitu musim panen 

terdekat (musim panen tanaman yang disepakati). Jika petani 

telah panen padi maka petani akan kerumah tengkulak untuk 

menyerahkan barang atau uang.  

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pada praktek 

patoho dari uang ke barang yang di lakukan oleh masyarakat 

Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah 

memenuhi syarat-syarat jual beli as-Salam, maka patoho dari 

uang ke barang tersebut hukumnya sah. 
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b. Syarat tambahan pada Ba’i Ajal (Jual Beli Kredit) yaitu : 

Sama halnya dengan as-Salam,  Ba’i Ajal atau jual 

beli Kredit juga memiliki rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi, jika salah satu rukun ataupun syarat ada yang tidak 

terpenuhi akan menyebabkan hukum tersebut rusak atau batal. 

Dalam jual beli secara kredit berlaku semua syarat dan rukun 

jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini : 

1)  Harga harus disepakati pada awal transaksi meskipun 

pelunasan dilakukan kemudian; 

2) Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga, jika 

pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana 

yang sering berlaku; 

3) Tempo waktu pembayaran dibatasi dan jelas waktunya 

sehingga terhindar dari praktek Ba’i Gharar atau 

penipuan.
163

 

Sebagaimana contoh kasus yang di jelaskan pada bab 

III, Pada waktu pelaksanaan Patoho, harga pasaran 100kg 

beras adalah Rp. 800.000.-, karena bu Fatimah membeli 

dengan cara patoho dari barang ke uang pada bu Zulaihah. 

Oleh bu Zulaihah 100kg beras tersebut dijual seharga Rp. 

1000.000/100Kg, jika 200kg beras maka seharga Rp. 

2000.000.-, dengan kata lain, jika bu Fatimah membeli 200kg 

beras sama dengan mengutang uang sebesar Rp. 2000.000, 

                                                           
163

 Ibid...hlm.34. 



 
89 

 
maka pada pelunasan yaitu pada musism panen nanti ia harus 

membayarnya dengan uang sebesar Rp. 2000.000.-, jika 

petani sepakat mengenai harga yang di tawarkan oleh 

tengkulak, maka patoho di lanjutkan, dan jika petani tidak 

sepakat maka patoho tidak dilanjutkan. Apabila petani 

mengalami keterlambatan dalam pelunasan kredit baik itu 

karena gagal panen, maka petani dapat membayar pada musim 

panen pertanian lainnya, tanpa ada tambahan bunga atau 

presentasi dari pihak tengkulak. 

Dari kasus di atas dapat di lihat bahwa harga telah 

disepakati pada awal transaksi meskipun pelunasan dilakukan 

kemudian, yaitu 100kg beras tersebut dijual seharga Rp. 

1000.000/100 Kg, jika 200 kg beras maka seharga Rp. 

2000.000.-, dengan kata lain, jika bu Fatimah membeli 200kg 

beras sama dengan mengutang uang sebesar Rp. 2000.000, 

maka pada pelunasan nanti ia harus membayarnya dengan 

uang sebesar Rp. 2000.000.-, dengan begitu praktek patoho 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima telah memenuhi syarat tambahan 

pada Ba’i Ajal (Jual Beli Kredit) yaitu harga telah disepakati 

pada awal transaksi meskipun pelunasan dilakukan kemudian. 

Kemudian syarat tambahan yang kedua dalam Ba’i 

Ajal (Jual Beli Kredit) yaitu Tidak boleh diterapkan sistem 

perhitungan bunga, jika pelunasannya mengalami 
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keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku, pada praktek 

patoho pada umumnya tidak menerapkan sistem bunga jika 

petani mengalami keterlambatan dalam pelunasan kredit baik 

itu karena gagal panen, maka petani dapat membayar pada 

musim panen pertanian lainnya, atau panen selanjutnya 

berdastkan persetujuan dari tegkulak. 

Syarat tambahan selanjutnya yaitu Tempo waktu 

pembayaran dibatasi dan jelas waktunya sehingga terhindar 

dari praktek Ba’i Gharar atau penipuan. Dalam praktek 

patoho tempo waktu pembayaran di batasi sampai musim 

panen. Berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Sangga 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima bahwa yang dimaksud 

musim panen disini yaitu musim panen terdekat. Jika petani 

telah panen padi maka petani akan kerumah tengkulak untuk 

menyerahkan barang atau uang.  

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pada praktek 

patoho dari barang ke uang yang di lakukan oleh masyarakat 

Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah 

memenuhi syarat-syarat jual beli kredit (Ba’i Ajal), maka 

patoho dari barang ke uang tersebut hukumnya sah. 

c. Syarat pelunasan patoho yang berlaku secara umum di tengah 

masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

jika terjadi gagal panen. 
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Keunikan dari kegiatan patoho ini, yaitu persyaratan 

ini tidak di ucapkan secara langsung pada saat transaksi, akan 

tetapi hal seperti ini sudah lumrah dan diketahui serta di 

terima secara umum di tengah masyarakat ketika jatuh tempo 

dalam keadaan gagal panen, dan menjadi khas dari patoho ini 

yaitu pelunasan patoho dari uang ke barang, pada saat gagal 

panen dan petani tidak dapat menghadirkan objek akad pada 

saat jatuh tempo, maka petani boleh menyerahkan barang 

tersebut pada musim panen selanjutnya berdasarkan 

persetujuan dari tengkulak, atau petani dapat menggantinya 

dengan menggunakan uang dan tentu nominal uang disini 

tidak berpatokan pada jumlah uang yang di terima pada tempo 

hari, melainkan berpatokan pada harga barang saat pelunasan. 

Sebagaimana salah satu contoh kasus patoho pada bab 

III, yaitu patoho dari uang ke barang yang di lakukan oleh bu 

Eni dengan bu Mei, bu Eni menawarkan 100kg beras yang 

akan di serahkan pada musim panen kepada bu Mei, dan 

untuk 100kg beras tersebut bu Mei menyerahkan uang sebesar 

Rp. 500.000.- berdasarkan hasil kesepakatan bersama. ketika 

bu Eni mengalami gagal panen, dan tidak dapat memberikan 

beras pada tempo yang di janjikan kepada bu Mei. maka bu 

Eni mengganti barang yang di janjikan tersebut dengan 

menggunakan uang. Meski pada saat akad uang yang di terima 

oleh bu Eni sebanyak Rp. 500.000.- untuk 100kg beras, Bu 
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Eni tetap mengganti barang yang dijanjikan tersebut dengan 

menggunakan uang sebesar Rp. 700.000.- kepada bu Mei, 

dikarenakan harga pasaran 100kg beras pada saat jatuh tempo 

adalah Rp. 700.000.-. dengan kata lain bu Mei mendapat 

keuntungan uang sebesar Rp. 200.000.- dari praktek Patoho 

dengan bu Eni. 

Kedua patoho dari barang ke uang, pada saat gagal 

panen, petani boleh melunasi utangnya tersebut pada musim 

panen selanjutnya sesuai dengan nominal uang yang 

disepakati di awal, dan tanpa ada penambahan bunga dari 

tengkulak. 

Cara pelunasan tersebut telah hadir dan di pahami 

secara umum serta di terima oleh masyarakat Desa Sangga 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima meskipun tidak di 

ucapkan pada saat akad. 

Dalam islam, maka masalah ini kita kembalikan 

kepada salah satu kaidah pokok yaitu: 

مَت َّ حَك   ان عَادَةهَّمه

Artinya :”Suatu adat dapat dijadikan hukum.”
164

 

Karena cara pelunasan pada saat gagal panen seperti 

yang di jelaskan di atas, merupakan suatu adat atau kebiasaan 

di masyarakat dan hal tersebut berlaku umum dalam kegiatan 

                                                           
164

 Hasbiyallah,Ibid...hlm.137. 
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patoho meskipun tidak dijelaskan pada saat akad. Jika dilihat 

dari salah satu cabang kaidah ini, yaitu : 

همَّتنزلَّعادتهمَّمنزنتَّانشرط
165

 

Artinya : apakah adat kebiasaan itu berlaku sebagai 

syarat ? 

 

Dalam patoho pelunasan dengan cara demikian sudah 

menjadi kebiasaan antara petani dengan tengkulak dan telah 

dipahami secara bersama oleh masyarakat. Dalam kasus ini, 

bahwasannya kebiasaan tersebut tidak berlaku sebagai syarat, 

sehingga pelunasan dengan cara demikian di perbolehkan.. 

Pada contoh di atas, Bahwasannya keuntungan Rp.200.000.- 

tersebut merupakan keuntungan dari transaksi patoho (jual 

beli as-Salam) bukanlah Riba. Karena jika bu Eni mampu 

menghadirkan barang yang dijanjikannya, maka secara real bu 

Mei akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000.- dan 

dalam kasus di atas jika uang Rp. 700.000.- tersebut 

digunakan untuk membeli 100kg beras dan beras tersebut di 

serahkan kepada bu Mei, maka ini akan menyusahkan bu Eni 

(pihak petani), karena dia harus mencari penjual beras dan 

membeli 100kg beras kepada penjual tersebut, kemudian 

petani menyerahkannya kepada tengkulak, sedangkan dalam 

masyarakat telah memaklumi dan memahami bahwa uang 

                                                           
وع , انشيخَّعمَّمانكى 165 َّفيَّانفهره  .H, hlm 1429 ,انحرمين : سىرابيا , الاََّشباَههَّوَانن ظََّئرِه

70 
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Rp.700.000.- tersebut sebagai pengganti barang (harga 

barang) yang dijanjikan karena adanya rasa tanggung jawab 

petani disebabkan ketidak mampunya dalam menghadirkan 

barang yang dijanjikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

dalam praktek Patoho yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut : 

1. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan Patoho 

yaitu karena adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa 

di tunda, jika di tunda akan menimbulkan kesulitan yang sangat 

(Masyaqqah) bagi petani. Kebutuhan mendesak tersebut bisa 

berupa kebutuhan untuk biaya sekolah anak, biaya pengobatan 

jika salah satu dari keluarga ada yang sakit, untuk makan sehari-

hari karena persediaan beras habis, untuk penggarapan sawah 

ataupun untuk merawat sawah, dan untuk kebutuhan mendesak 

lainnya. Sedangkan yang melatarbelakangi tengkulak 

memberikan Patoho yaitu adanya rasa ingin menolong serta 

adanya keuntungan yang di peroleh. 

2. Praktek Patoho yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah sesuai dengan Hukum 

Ekonomi Syariah. 

B. Saran 

1. Sebaiknya transaksi Patoho dilakukan secara tertulis, untuk 

menghindari kesalah pahaman di masa yang akan datang. 
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Transaksi tertulis ini Bisa dengan menggunakan nota atau 

kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

2. Bagi masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima diharapkan mampu meningkatkan praktek Patoho ini agar 

lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan kepada para 

tengkulak dalam mengambil kentungan untuk memperhatikan 

prinsip menolong yang tidak mengambil keuntungan besar. 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, berkat rahmat dan 

hidayah-Nya, Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad Saw. Peneliti dapat menyelesaikan seluruh 

rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. dengan 

kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan 

kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh 

karena itu, segala saran, arahan dan kritik yang membangun dari 

berbagai pihak sangat peneliti harapkan.  

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi 

yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini dapat bermanfaat 

bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat 

dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat ridha dari 

Allah SWT. Amiin ya Robbal’alamin. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

DAFTAR PERTANYAAN TENGKULAK/KREDITUR 

1. Siapa nama saudara ?   

2. Apa pekerjaan saudara ? 

3. Apakah anda mengetahui tentang Patoho ? 

4. Apa faktor yang mendorong saudara untuk memberikan Patoho 

kepada orang lain ? 

5. Apa syarat-syarat untuk memperoleh Patoho dari saudara ? 

6. Bagaimana cara mendapatkan Patoho ? 

7. Kapan batas waktu dalam pelunasan Patoho ? 

8. Apabila debitur mengalami keterlambatan dalam Pembayaran 

Utang dikarenakan mengalami gagal panen, bagaimana cara 

mengatasinya ? 

9. Apakah ada tambahan yang harus di bayar oleh debitur, apabila 

terlambat membayar utang? 

10. Apa konsekuensi yang akan di terima oleh debitur (penerima 

Patoho) apabila sering terlambat/macet dalam pelunasan Patoho ? 

11. Apakah praktek seperti ini menguntungkan bagi kedua belah pihak 

? 

12. Bagaimana hubungan saudara dengan debitur setelah melakukan 

praktek Patoho tersebut ? 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

DAFTAR PERTANYAAN PETANI/DEBITUR  

1. Siapa nama saudara ?   

2. Berapa umur saudara ? 

3. Apa pekerjaan saaudara ?  

4. Pernahkah saudara melakukan praktek Patoho ? 

5. Berapa banyak uang/barang yang anda dapat/beli dari akad Patoho ? 

6. Apa faktor yang mendorong saudara untuk melakukan Patoho? 

7. Bagaimana proses dalam mendapatkan Patoho ? 

8. Apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan Patoho  ? 

9. Berapa jangka waktu dalam pelunasan atau pembayarannya ? 

10. Pernahkah sudara dalam pengembalian/pembayaran mengalami 

keterlambatan ? Alasannya Apa ? 

11. Apabila saudara mengalami keterlambatan, Bagaimanakah cara 

saudara membayar/melunasinya ? 

12. Bagaimana tanggapan saudara terhadap praktek Patoho dan Apakah 

dapat membantu kesejahteraan saudara ? 

13. Bagaimana hubungan saudara dengan kreditur (pemberi Patoho) 

setelah melakukan praktek Patoho tersebut ? 
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DAFTAR RESPONDEN 
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